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TENTANG
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Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Perangkat
Daerah/BUMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah maka perlu disusun Standar
Operasional Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengingat : 1. Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nomor
4437),

2. Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5038);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008
Tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Provinsi
Kalimantan Tengah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4,



PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85);

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2016 Tentang

Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Dinas
Pemberdayaaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN

: Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Dinas

Pemberdayaaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tersebut
dalam Lampiran.

. Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Dinas

Pemberdayaaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum PERTAMA, dipergunakan sebagai acuan bagi setiap aparatur di
ingkungan Dinas Pemberdayaaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan
Tengah dalam pelaksanaan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

. a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

b. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan
seperlunya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal Maret 2019
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KATA PENGANTAR

Pujl syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan berkat dan karunia-
Nya sehingga penyusunan “Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
(selanjutnya disebut dengan SOP AP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, SOP
AP ini merupakan dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara
kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil
kerja yang paling efektif sesual tugas pokok dan fungsinya.

SOP AP Inl juga merupakan alat penilalan kinerja instansi pemerintah
berdasarkan indikator teknis, administratif dan prosedural serta sistem kerja, sehingga
seluruh sumber daya aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dapat
melaksanakan tugas sesual dengan prosedur yang telah distandarkan agar lebih terarah
dan terukur sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur.

Demikian penyusunan SOP AP ini kami buat dan laksanakan, kami diharapkan
saran serta masukan dari berbagai pihak untuk lebih menyempurnakan penyusunan SOP
AP dikemudian hari.

NIP. 19630527 159102 1 001
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BABI

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur
Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uralan Tugas Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, maka tugas pokok Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga
Berencana melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan
Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana sesual dengan
kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

2. Fasilitasi, advokasl dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Gubemur
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang beriaku,

3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana.

4. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi,
advokasl dan sosialisasi pengarusutaman gender dan Pemberdayaan
Perempuan.

5. Perumusan kebilakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi,
advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan
perempuan.

6. Perumusan kebljakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi,
advokasi dan sosialisasi perlindungan dan tumbuh kembang anak;

7. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasllitasl,
advokasi dan sosialisasi pengendalian penduduk;

8. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi,
advokasi dan sosialisasi keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;

9. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi,
pelatihan, penelitian dan pengembangan;

10.Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi,
advokasi dan sosialisasi penyusunan informasi data;

11.Pengelolaan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsl Kalimantan
Tengah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya ;

12.Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang

tugas dan tanggungjawab.




Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga
Berencana, mempunyai wewenang sebagal berikut :

1. Penetapan kebijakan daerah, koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan
kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) skala provinsi ;

2. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala provinsi ;

3. Penyelenggaraan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan skala
provinsi ;

4, Fasilitasi pengintegrasian kebljakan perindungan perempuan terhadap
kekerasan, tenaga kerja, perempuan lansia, perempuan penyandang cacat dan
perempuan di daerah konfilk skala provinsi ;

5. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah terhadap kesejahteraan dan
perlindungan anak skala provinsi ;

6. Fasilitasi pengembangan dan penguatan lembaga atau organisasi masyarakat
dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan
perlindungan anak skala provinsi ;

7. Koordinasi pelaksanaan sistem informasl gender dan anak skala provinsi;

8. Kompilasi data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak
skala provinsi menyangkut komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);

9, Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan
partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta
kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan Anak skala provinsi ;

10.Penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan
HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi ;

11.Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan ketahanan
dan pemberdayaan keluarga skala provins! ;

12.Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan penguatan
pelembagaan keluarga kecll berkualitas dan jejaring program skala provinsi ;

13.Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan advokasi
dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) skala provinsi ;

14.Penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan informasi
serta data mikro kependudukan dan keluarga berencana ;

15. Pelaksanaan kebijakan terpadu antara perkembangan penduduk (aspek kualitas,
kuantitas dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial
budaya dan lingkungan; dan

16. Penyerasian kebijakan kependudukan.

17.Penyerasian kebijakan kependudukan,

1.2 Susunan Organisasi serta Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing Bidang

Susunan Organisasi serta tugas pokok dan fungsi dar masing-masing
bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Pendudukan dan Keluarga BerencanaBerdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan
Tengah, scbagai berikut




Kepala Dinas
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Kependudukan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan

kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga

Berencana.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas

menyelenggarakan fungsi :

1. Menetapkan program dan kebijakan pengarusutamaan gender ;

2. Menetapkan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan
perempuan;

3. Penetapan kebijakan kesejahteraan dan perlindungan anak ;

4. Penetapan program data dan informasi gender dan anak;

5. Penetapan kebljakan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan
reproduksl ;

6. Penetapan kebijakan kesehatan reproduksi remaja (KRR) ;

7. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan
keluarga

8. Penguatan pelembagaan Keluarga Kecil berkualitas ;

9. Penetapan kebijakan dan pengembangan Advokasi dan Komunikasi,
Informasl dan Edukasi (KIE) ;

10.Penetapan kebijakan dan pengembangan informasl serta data mikro
kependudukan dan keluarga ;

11. Pelaksanaan keserasian kebijakan kependudukan; dan

12.Pembinaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas.

Sekretariat
Sekretariat  dipimpin oleh sekretarls, mempunyai tugas
mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana mengelola urusan keuangan, mengelola urusan

ketatausahaan, rumah tangga dan aset serta mengelola urusan administrasi

kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat
menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bagian sekretariat dalam
melaksanakan kegiatan teknis administrasi umum,  kepegawaian,
penatausahaan keuangan dan aset Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendailan Penduduk dan Keluarga Berencana;

2. Pengkoordinasian penyusunan rencana program, dan kegiatan serta
laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

3. Pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan anggaran/RKADinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana;

4. Pengkoordinasian  penyusunan  program, membina, mengatur,
mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan penatausahaan keuangan
dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.




5. Pengkoordinasian  penyusunan  program, membina,  mengatur,
mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan.

6. Pengkoordinasian  penyusunan  program, membina,  mengatur,
mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga,
kehumasan, arsip dan aset ;

7. Pengkoordinaslan  penyusunan  program, membina, mengatur,
mengendalikan dan mengevaluasi  efektivitas organisasi  dan
ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang
tugas dan tanggungjawab.

Sekretariat membawahi beberapa sub bagian, setiap sub bagian dipimpin
oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris, terdiri
atas :

a. Sub Bagian Program

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset

¢. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bidang
A. Bidang Kualitas Hidup Perempuan
Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyal tugas menyiapkan
perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, fasilitasi, advoksi
dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan bidang kualitas hidup perempuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kualitas Hidup

Perempuan, menyelenggarakan fungsl :

1. Menyiapkan perumusan kajian dan kebljakan pelembagaan PUG,
pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan
perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Bidang Hukum,
HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan,
Pembangunan Keluarga dan Pendidikan;

2. Memfasilitasi pembentukan pelembagaan PUG, pemberdayaan
perempuan dan pembentukan lembaga pemantapan lembaga layanan
perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota Bidang Hukum, HAM,
Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan,
Pembangunan Keluarga dan Pendidikan;

3. Melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelembagaan
PUG, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan
perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Bidang Pelembagaan
PUG Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi,
Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan;

4. Menylapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan tingkat
provinsi dan kabupaten/kota di Bidang Pelembagaan PUG Bidang
Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi, Sosial,
Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan;

5. Menyiapan rumusan kebijakan teknis pelembagaan PUG, pemberdayaan
perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat
provinsi dan kabupaten/kota Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur,
Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan
Pendidikan scrta Pemberdayaan Perempuan;




6. Menylapkan fasilitasl, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemantapan
lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di
Bidang Pelembagaan PUG Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur,
Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan
Pendidikan;

7. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan  kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender,
pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan
perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Bidang Pelembagaan
PUG di Bidang Hukum, HAM, Politk, Infrastruktur, Lingkungan,
Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan;

8. Fasllitasl penyusunan anggaran responsif gender bagi SKPD tingkat
provinsi dan kabupaten/kota Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur,
Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan
Pendidikan;

9. Melakukan rekapitulasi dan analisis mengenai penerapan kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan
pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan
kabupaten/kota Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan,
Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan;

10.Melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan dan pelembagaan PUG,
pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan
perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota Pelembagaan PUG di
Bidang Hukum, HAM, Politik, Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi,
Sosial, Kesehatan, Pembangunan Keluarga dan Pendidikan;

11.Menyusun pelaporan tahunan terkait pelaksanaan pengarusutamaan
gender, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan
perempuan di provinsi dan kabupaten/kota.

12.Membuat laporan pada setiap pelaksanaan kegiatan dan menyampalkan
kepada Seksi Data sebagai pusat data;

13.Memberikan tugas kepada bawahan pada Bidang Kualitas Hidup
Perempuan balk secara tertulis maupun lisan sesuai petunjuk yang
telah diberikan atasan;

14.Memberikan penilaian atas prestasi kinerja bawahan pada Bidang
Kualitas Hidup Perempuan balk dengan hasil pekerjaan yang telah
dilaksanakan;

15.Melaporkan pelaksanaan kegiatan Bidang Kualitas Hidup Perempuan
baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai
bahan informasi bagi atasan; dan

16.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas secara
berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Bidang Kualitas Hidup Perempuan, terdiri atas :

a. Seksl Pelembagaan PUG

b. Seksi Pemberdayaan Perempuan

C. Seksi Penguatan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan




B. Bidang Data dan Informasi
Bidang Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan
perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, fasilitasi, advoksi
dan soslalisasi pelaksanaan kebijakan bidang data, penyebarluasan
informasi dan partisipasi masyarakat.Untuk melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud, Bidang Data dan Informasi, menyelenggarakan
fungsi :

1. Menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data, penyebariuasan Informasl, dan partisipasi
masyarakat;

2. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan
partisipasi masyarakat;

3. Menyiapkan perumusan kajian pengumpulan, pengolahan, analisis dan

penyajian data, penyebariuasan informasl, dan partisipasi masyarakat;

4. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan
partisipasi masyarakat;

5. Menyiapkan bahan sosialisasi dan kebijakan pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi
masyarakat;

6. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan
informasi, dan partisipasi masyarakat;

7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengumpulan, pengolahan, dan
penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;

8. Pengelolaan sistem Informasl gender dan anak serta pengelolaan
website (e-gov);

9. Pengordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang data dan
parstisipasi masyarakat;

10.Menilai kinerja Seksi Data, Seksi Penyebarluasan Informasi dan
Partisipasi Masyarakat;

11.Memberi petunjuk teknis balk tertulis maupun lisan kepada Seksi Data,
Seksl Penyebarluasan Informasi dan Partisipasi Masyarakat;

12.Membuat laporan tahunan

13.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas secara
berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas
Pemberdayaaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Data dan Informasi, terdiri atas :

a. Seksi Data
b. Seksi Penyebarluasan Informasi
C. Seksi Partisipasi Masyarakat

C. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas
menylapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan,
fasilitasl, advoksi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan bidang
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periindungan dan pemenuhan hak anak.Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak,

menyelenggarakan fungsi :

1. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis pemenuhan hak anak,
perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;

2. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak
anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;

3. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak,
perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;

4. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga
layanan anak;

5. Menyiapkan dan melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi
kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan
lembaga layanan anak;

6. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan
pemantapan lembaga layanan anak;

7. Menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak, perlindungan anak,
dan pemantapan lembaga layanan anak pada lembaga pemerintah,
non-pemerintah, dan dunia usaha;

8. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
peningkatan kualitas hidup anak; dan

9. Pemantauan, analisis, evaluasl dan pelaporan penerapan kebijakan
pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga
layanan anak;

10.Membuat pelaporan secara periodik baik internal maupun ke pihak
lainnya;

11.Membuat laporan pada setiap pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan
kepada Seksi Data sebagai pusat data.

12.Membuat laporan tahunan

13.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas secara
berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas
Pemberdayaaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas :

a. Seksi Tumbuh Kembang Anak

b. Seksi Perlindungan Anak

c. Seksl Pemantapan Lembaga Layanan Anak

. Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga

Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai
tugas menylapkan merumuskan kebijakan, menyiapkan pembentukan
forum koordinasi penyusunan kebijakan, penyiapan perumusan kajian
kebijakan, menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan,
menyiapkan fasilitasi dan distribusi kebijakan, menylapkan bimbingan
teknis dan supervisi, menyiapkan penguatan dan pengembanagn lembaga,




serta pemanatauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan

bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan

Perempuan dan Kualitas Keluarga, menyelenggarakan fungsi :

1. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perlindungan perempuan
dan kualitas keluarga;

2. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang
perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;

3. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan
perempuan dan kualitas keluarga.Menyiapkan koordinasi dan
sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan hak
perempuan;

4. Menylapkan fasilitasl, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang
perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;

5. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang
perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;

6. Menylapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
di bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;

7. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;

8. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau
kegiatan perlindungan perempuan, peningkatan kualitas hidup
perempuan, peran, partisipasi perempuan dan kualitas keluarga;

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas secara
berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas
Pemberdayaaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga, terdiri atas :

a. Seksi Perlindungan Perempuan

b. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga

C. Seksi Standarisasi Lembaga Layanan Kekerasan terhadap Perempuan

dan Anak

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyal
tugas mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan
operasional, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pelaksanaan
pengendalian penduduk, keluarga sejahtera dan keluarga berencana.Untuk
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi :

1. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk,
Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;

2. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di Dbidang
Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;

3. Menyiapkan perumusan kajlan kebijakan pelaksanaan Pengendalian
Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi;
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4. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan  kebijakan
pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga
Berencana;

5. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan
Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;

6. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis penerapan kebijakan
pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga
Berencana.

7. Menyiapkan penguatan dan pengembangan kelembagaan dalam
mewujudkan dukungan dalam pelaksanaan Pengendalian Penduduk,
Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;

8. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
program Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga
Berencana;

9. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan
dan petunjuk teknis keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera;

10. Pengoordinasian pelaksanaan kebifakan, bimbingan dan petunjuk teknis
advokasi, penggerakan dan informasi;

11.Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau
kegiatan pengendalian penduduk;

12.Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara
memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/
pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;

13.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas secara
berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas
Pemberdayaaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas :
a. Seksi Pengendalian Penduduk

b. Seksi Keluarga Sejahtera

C. Seksi Keluarga Berencana

Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD)

Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) mempunyai tugas operasional
teknis penyelenggaraan penanganan kasus pengaduan terhadap tindak
kekerasan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Unit Pelayanan
Teknis Daerah (UPTD), menyelenggarakan funasi :

1. Menyelenggarakan fungsi penanganan pengaduan tindak kekerasan;
2. Melakukan pelayanan dan operasional P2TP2A;

3. Monitoring dan evaluasi;

4. Mengumpulkan, menyajikan dan mengolah data kasus.

Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD), terdiri atas :

a. Sub Bagian Tata Usaha

b. Seksi Pelayanan

¢. Seksi Pengendalian Mutu, Data dan Informasi
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2.1.

2.2.

BAB II

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Pendahuluan

Salah satu kunci keberhasilan penyelenggaran pemerintahan baik di pusat
maupun di daerah adalah kemampuan para penyelenggara untuk dapat
merumuskan strategi yang tepat dalam meningkatkan mutu dan akses pelayanan
publik. Perbaikan kinerja birokrasi di bidang pelayanan publik diharapkan dapat
memperbaiki citra pemerintah dan kepuasan serta kepercayaan masyarakat akan
semakin meningkat.

Reformasi birokrasi mencakup delapan area perubahan utama pada Instansi
pemerintah di pusat dan daerah, meliputi : organisasl, tata laksana, peraturan
perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan,
akuntabilitas, pelayanan publik, mind set dan culture set aparatur. Pada
hakekatnya perubahan ketatalaksanaan diarahkan untuk melakukan penataan
tata laksana instansi pemerintah yang efektif dan efisien. Salah satu upaya
penataan tata laksana tersebut diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan
Implementasi SOP APdalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah.

Penyusunan dan penerapan SOP APmemeriukan partisipasi penuh dari
seluruh unsur aparatur yang ada di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Kalimantan Tengah. Tuntutan pasrtisipasi penuh darl seluruh unsur ini dilandasi
dengan alasan bahwa pegawailah yang lebih tahu kondisi yang ada di tempat
kerjanya masing-masing dan yang akan langsung terkena dampaknya dari
perubahan tersebut.SOP APmembantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak
tergantung pada intervensl manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan
pimpinan dalam pelaksanaan proses.

Manfaat SOP AP

Kegiatan penyusunan dan implementasi SOP AP ini memiliki nilai
kemanfaatan yaitu :
1. Sebagal standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan
pekerjaan yang menjadi tugasnya;
2. Membantu aparatur menjadi leblh mandiri dan tidak tergantung pada
intervensi manajemen, sehingga akan mengurangl keterlibatan pimpinan
dalam pelaksanaan proses sehari-hari;
Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
4. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai
oleh aparatur dalam pelaksanaan tugasnya;
5. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu,
waktu dan prosedur;
Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi aparatur;
Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh
seorang aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugasnya;
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2.3.

2.4.

8. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan;

9. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam
memberikan pelayanan;

10.Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;

11.Sebagal instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan
tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan;

Pengertian

1. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang
dibakukan mengenal berbagal proses pelaksanaan aktivitas organisasi,
bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan;

2. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) adalah
standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan
administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

3. Administrasi Pemerintahan adalah pengelolaan proses pelaksanaan tugas dan
fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh organisasi pemerintah;

4. Membantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada
intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan
dalam pelaksanaan proses sehari-hari;

Format SOP AP

Format SOP AP yang dipersyaratkan dalam Kebijakan Reformasi Birokrasi
memiliki format yang telah distandarkan, tidak seperti format SOP pada
umumnya. Adapaun format SOP AP yang digunakan alam Keblfakan Reformasi
Birokrasi adalah :
a. Format Diagram Alir Bercabang (Branching Flowcharts)
Format yang dipergunakan dalam SOP AP adalah Format Diagram Alir
Bercabang (Branching Flowcharts) dan tidak ada format lain yang dipakai.
Hal ini diasumsukan bahwa prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi instansi
pemerintah termasuk didalamnya Kementerian/Lembaga dan Pemerintah
Daerah memuat kegiatan yang banyak (lebih dari sepuluh) dan
memeriukan pengambilan keputusan yang banyak. Oleh sebab itu untuk
menyamakan format maka seluruh prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi
administrasi pemerintahan dibuat dalam bentuk Diagram Alir Bercabang
(Branching Flowcharts) termasuk juga prosedur yang singkat (sedikit,
kurang dari sepuluh) dengan/atau tanpa pengambilan keputusan.
5. Menggunakan hanya Lima Simbol Fowcharts
Simbol yang dipergunakan dalam SOP AP hanya terdiri dari 5 (lima) simbol,
yaitu 4 (empat) simbol dasar Flowcharts (Basic Symbol of Flowcharts) dan 1
(satu) simbol penghubung ganti halaman (Of-Page Conector). Kelima
simbol yang dipergunakan tersebut adalah sebagai berikut :
1) Simbol Kapsul/ Terminator ( C_) ) untuk mendeskripsikan
keglatan mulal dan akhir;
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2) Simbol Kotak/Process ( ——] ) untuk mendeskripsikan proses atau

keglatan eksekusi;

3) Simbol Belah Ketupat/Desicion ( <> ) untuk mendeskripsikan
kegiatan pengambilan keputusan;

4) Simbol Anak Panah/Arrow ( =——p ) untuk mendeskripsikan arah
proses kegiatan;

5) Simbol Segilima/Off-Page Connector ) untuk mendeskripsikan
hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

Dasar penggunaan 5 (lima) simbol dalam penyusunan SOP AP ini adalah :

1) SOP AP mendeskripsikan prosedur administratif, yaitu kegiatan-kegiatan
yang dilaksanakan oleh lebih dari satu pelaksana (jabatan) bersifat
makro maupun mikro dan prosedur yang bersifat teknis yang detail baik
yang menyangkut urusan administrasi maupun urusan teknis;

2) Hanya ada dua alternatif sifat kegiatan administrasi pemerintah yaitu
kegiatan eksekusi (process) dan pengambilan keputusan (decision);

3) Simbol lain tidak depergunakan disebabkan karena prosedur yang
dideskripsikan bersifat umum dan tidak rinci dan tidak bersifat teknis
disamping itu kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana sudah langsung
operasional tidak bersifat teknikal (technical procedures) yang berlaku
pada peralatan (mesin);

4) Penulisan kegiatan dalam prosedur bersifat aktif (menggunakan kata
kerja tanpa subjek) dengan demikian banyak simbol yang tidak
dipergunakan, seperti simbol : simbol pendokumentasian, simpol
persiapan, simbol penundaan dan simbol lain yang sejenis;

5) Penyusunan SOP AP ini hanya memberiakukan penulisan flowcharts
secara vertikal, artinya bahwa branching flowcharts dituliskan secara
vertikal sehiingga hanya mengenal penyambungan simbol yang
menghubungkan antar halaman (simbol segilima/Of-Page Connector)
dan tidak mengenal simbol lingkaran kecl penghubung dalam satu
halaman.

c. Pelaksana Dipisahkan Dari Kegiatan

Penulisan pelaksana dalam SOP AP ini dipisahkan dari kegiatan. Oleh
karena itu untuk menghindari pengulangan yang tidak periu dan tumpang
tindih (overiapping) yang tidak efisien maka penulisan kegiatan tidak
disertal dengan pelaksana kegiatan (aktor) dan dipisahkan dalam kolom
pelaksana tersendiri. Dengan demikian penulisan kegiatan menggunakan
kata kerja aktif yang dilkuti dengan obiek dan keterangan seperti : menulis
laporan, mendokumentasikan surat pengaduan, mengumpulkan bahan
rapat, mengirimkan surat undangan kepada peserta, meneliti berkas,
menandatangani draft surat net, mengarsipkan dokumen. Penulisan
pelaksana (aktor) tidak diurutkan secara hierarki tetapi didasarkan pada
sekuen kegiatan yang selalu dimulai dari sisi kiri dan tidak ada kegiatan
yang dimulai dari tengah maupun dari sisi kanan dari matrik flowcharts.




3.1.

SOP AP DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

SOP AP di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

STRUKTUR
ORGANISASI

JUDUL SOP AP

Kepala Dinas

Pembuatan Surat Keputusan

Arsiparis

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas
Fungsional Arsiparis Bulanan

s»!!vz-‘g

Sekretariat - Sub
Bagian Umum dan
Kepegawaian

Pengelolaan Surat Masuk

Pengelolaan Surat Keluar

Pembuatan Surat Cuti Tahunan/Izin

ol bad ] Lo Bl | o

| 5. Pembuatan Naskah Dinas/SK

6. Pembuatan Naskah Dinas/SK PPTK dan PPK

7. Penyusunan SKP Eselon 11T

8. Penyusunan SKP Eselon IV

9. Penyusunan SKP Pelaksana

Sekretariat - Sub
Bagian Keuanga
dan Aset

1. Setoran pengembalian belanja
Proses Pendampingan pemeriksaan Internal

Pengajuan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar
Daerah Kesekretariatan

Pemeliharaan Barang Inventaris

Pengeloalaan Barang Inventaris

Pengelolaan Barang Pakai Habis

—_—

Proses Rekonsiliasi Barang Pakai Habis

o|N|ovofa | w |

o

Proses Rekonsiliasi Keuangan

10 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan
" Tahunan

11. Pembayaran Langsung (LS) Barang dan Jasa

12 Pembayaran Langsung (LS) Tambahan
"__Penghasilan Makan Minum Pegawal

13, Pengajuan Pembayaran Langsung (LS) Gajl
Pegawai

" P Nihil)
15. Pengajuan Tambah Uang Persediaan (TU-P)

14, Pengajuan Tambahan Uang Persediaan Nihil (TU-

16. Pengajuan Ganti Uang Persediaan Nihil (GU-P
* Nihil)

17. Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GU-P)

18. Pengajuan Uang Persediaan (UP)

19, Pengajuan Surat Penyediaan Dana (SPD) per

" Triwulan

Sekretariat - Sub
Bagian Progra

| 1. Penyusunan Program Kerja

2 Penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan
" Anggaran

3. Pengumpulan Laporan Kegiatan/Program

4, Penyusunan Renstra Dinas
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STRUKTUR
ORGANISASI

JUDUL SOP AP

Penyusunan RKT SKPD

Penyusunan LAKIP SKPD

Penyusunan LPPD SKPD

Bidang Kualitas
Hidup Perempuan

Pengelolaan Surat Masuk

Pengelolaan Surat Keluar

Pembuatan Surat Tugas

P |WIN= NI

Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Kualitas Hidup
Perempuan

o

Permintaan Narasumber untuk Kegiatan Bidang
Kualitas Hidup Perempuan

Pemanggilan Peserta Kegiatan di Bidang Kualitas
Hidup Perempuan

Bidang Data dan
Informasi

Pengelolaan Surat Masuk

n Surat Keluar

Pembuatan Surat Tugas

Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Data dan
Informasi

ikl Bl i Ll st I i

Permintaan Narasumber untuk Kegiatan Bidang

Pemanggilan Peserta Kegiatan di Bidang Data dan
Informasi

Pengumplan Data dan Informasi

Perlindungan dan
Pemenuhan Hak
Anak

Surat Masuk

Pengelolaan Surat Keluar

Pembuatan Surat Tugas

WV IN]

Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Perlindungan dan |
Pemenuhan Hak Anak

4

Permintaan Narasumber untuk Kegiatan Bidang
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Pemanggilan Peserta Kegiatan di Bidang
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Kegiatan Sosialisasi/Advokasi Pengembargan PHA

Kegiatan Rapat Koordinasi Forum Anak Provinsi

Perlindungan
Perempuan dan
Kualitas Keluarga

9. Kegiatan Rakornas Forum Anak Nasional

Surat Keluar

Pengelolaan
Pengelolaan Surat Masuk

Pembuatan Surat Tugas

ES s».~:-~ooo.~ o

Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Perlindungan
Perempuan dan Kualitas Keluarga

b

Permintaan Narasumber untuk Kegiatan Bidang
Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga

Pemanggilan Peserta Kegiatan di Bidang
Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga

Peningkatan Kelompok Usaha Perempuan di
Daerah Terpencil

10.

Penduduk dan
Keluarga
Berencana

Pengelolaan Surat Keluar

Pengelolaan Surat Masuk

Pembuatan Surat Tugas

Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

N & (Wi N | o

Permintaan Narasumber untuk Kegiatan Bidang
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STRUKTUR
ORGANISASI

JUDUL SOP AP

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pemanggilan Peserta Kegiatan di Bidang
ian Penduduk dan Keluarga Berencana

6
7. Pembinaan Ketahanan Keluarga
| 8. Pelaksanaan KIE Keluarga Berencana

9. Program Pengendalian Penduduk

11.

UPTD P2TP2A

1 Pelayanan Penanganan Pengaduan Secara

_'_Largw_na di PZTP2A

Pelayanan Penanganan Pengaduan Secara
Langsung Dengan Intervensi Krisis di P2TP2A

3 Pelayanan Penanganan Pengaduan Secara Tidak
" _Langsung di P2TP2A

4 Pelayanan Penanganan Pengaduan Secara
' Dengan Jangkauan di P2ZTP2A
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BAB IV
PENUTUP

Dokumen SOP AP inl memiliki peran yang penting untuk menciptakan pemerintahan
yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel, sehingga kedepan diharapkan dapat
mendorong setiap pegawai dan pejabat untuk melaksanakan pekerjaannya dengan baik,
memudahkan mereka dalam memantau hasil pekerjaan, dan bekerja semakin terarah.

Oleh karena itu, evaluasi terhadap SOP AP ini menjadi hal yang penting untuk
dilakukan agar sejalan dengan dinamika organisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan,
sehingga menghasilkan proses penyelenggaraan administrasi pemerintah yang efektif,
efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pedoman ini bersifat dinamis yang
artinya akan selalu dilakukan penyempurnaan sesual dengan perkembangannya.

Dengan demikian diharapkan pada akhimya dapat meningkatkan kinerja dan
sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Palangka Raya, Maret 2019
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Nomor SOF (J06L1/ 2% " /Sekre/DPIAPPKB
Tanggal Pembuatan 19 Apell 2019
Tanggal Revisl ! /
Tanggal Pengesahan 1|16 Apri TAH p
Disahkan oleh > _._»m >1vzw
o.,c 3u= n Ten
-
DINAS P33 p%m
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH =
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN .N\
KELUARGA BERENCANA / N 33 1001
KEPALA DINAS Nama SOP mbuatan Surat .X!..E...

1. Permendagri No 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama atas Permendagri Nomor 3 Tahun
2005 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daorah

Z Peraturan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2016 T Tentang Susunan, Tugas Pokok
dan Fungsi Serta Uraian Tugas Dinas Pemberdayaaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluargas Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

s Sy
e T

Jika SOP Ini tidak dijalankin maka pelaksanaan kegiatan selanjutnya akan terhambat

1. Mengetahu! dan memahami tata naskah dinas df ingkungan Pémerintah Provinsi Kalimantan
Tengah
2. Mengetahul peraturan perundang-undangan terkait penyusiinan tata naskah dinas

1. Dokumen Pedoman Tata Penyusunan Surat Keputusan
Buku register Surat Keputusan




9 | Munyampuikan Sarat Dinas/SK kepada Kepala 1 Surat Xeputusan 10 menit {Sorut Keputusan
e &




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ARSIPARIS




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Nomor SOP : 0611/ 33/ Sekre /DPIAPPRE

Tanggal Pembuatan <19 April 2019 \

Tanggal Revis) $ \

Tanggal Pengesahan | : \
Disahkan oleh Dinas PPKB

limantaf, Tenga

ARSIPARIS

+ Undang-Undang Nomor 43 Tabun 2009 tentang Kearsipan:

2. Persturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48
Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kredimya;

3. Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional dan Kepala Badan Kepegawalan Negara Nomor 18
Tahun 2009 dan Nomor 21 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan [abatan Fungsional
Arsiparis dan Angka Kreditnys;

. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Susunan, Tugas

Pokok dan Fungsi Serta Uralan Tugas Dinas Pemberdayaaan Perempuan, Perlindungan Analk,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinst Kalimantan Tengah

T T ————

lika Laporan Pelaksanaan Tugas Fungsional Arsiparts Bulanan tidak disusun, maka akan

menghambat dalam pemenuhan pencapalan angka kredit Pejabat Fungsional Arsiparis

1. Memaham| peraturan tentang tata naskah dinas
Z. Mampu mengoperasikan aplikasi perkantoran/kompute

3. Telah mengikuti pelatthan / bimbingan teknis tentang Kearsipan

Fevalatan/ Perde

1L Dokumen Pedoman Tata Naskah Dinas
2 Lembar Disposisi




Menesuix Xomsep Laporan Pelaksanaan Togss Pungsional

x ggv&iagsrgg 20 Menn
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A Haneep Lagaran
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Mempusn dan mengetik Kensep Liporan Melaksasaan Tugas Peladsanaan Tuges Tugas
5. [Fuegdanal Arsiperts Balanan yang selab disetupn & dibert Paagstonal Arspars Menit [Fungsional Arsiparis
paraf Dulinee yang tedah Dukinam yang tedah disetasjul
Aaetujui & diber para & dibert paaaf
Messdatangan) out Kansep Laporsm Pelsksanaan Tugas] _wer‘l.lv-t!..__ Togs
& |Fungzional Arsipars Bulsnan yang telsh disetujul & diber| Men Bulanan yag telah
ool ditandsngant Kepata Budas
Laporan Pelaksznaan
Menganiplan Laparan Pelaksasain Tagss Fusgsonal Tigas Poagsionsl Monit g:‘:!i
" JArsiparss Bulunan yang tetah ditsndasgan Kepals Badan nl Bul




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
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4 Peraturas Menter! Dalasn Negerd No. 13 Tahun 2006 wotang Pedoman Pengelolaan Kmemgan Darrad

5 Peraturan Mentri Dalure Negert No. 59 Tahun 2007 mtang Perubaban Atas Permendagrt
Tahun 2006 tenung Pedoman Prageloiaan Kenangan Dacrah
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7 Peraturan Gobermgy Nemer 37 Tahun

2016 wotag Tuges Polok, Pungd des Uralan T
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1 Apatda pesgaluan 5D dak Mleisanakan moks talak dapat ddahukan proses Pengamn UP
2 Dung Persediain nerupakan wang maka kerfa yang bersifot pengisan tesbad

(reveiving)
3 Priskousadn beglatan menusggu kestapan dana pada Les usal @ bendafury

7 Mampu mengoperestanalican aphoal korsputer {MS Word dao Excdl
3. Mampt mengopersstonalian aplical SMDA Kedangan
A Memahami Proses dan Prosedur Prags jsan Dang Persedizan (L7)

T e e ety

L DPA SEFD yang telsh disahkan
7. Perwrakat Koreparter / Laptop
3. Apdikasi SIMDA Mevangsn

A Frinter

1. Dokumen Cetak Dsad SPD

<. Dofumen SPD
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PRMERINTAH PROVINSGT KALIMANTAN TENGAH
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DERENCANA

Namer 507

d61 1/ .Mﬁwa&!uma.wm/

Tarigp) Pembeatan - |9 Agetl 2019
q.-a‘_-ns:
| Tenggel Pengecahan 16 Ape® 2019
Dieshkan Otedy &lf
%,
= Kepula Diras
urc Provii adi s
» (DINAS PA-PPKE) *

Kes
023 001

r. TA
N
N\ 1P, 1963

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

Penga|un ET- (ur)

» S0P

1 Undang-undang No, 17 Tubun 2003 tentsag Kevangan Segura
2 Undsag-undarg No. 1 Tabun 2004 tentang Ferbendabarsa Nogara

3 Peratersn Pemerintal No. 58 Tabun 2005 tentang Peogeloiaan Keusngan Daerah

1 Peraturun Nenterl Dalar Negert No, 13 Tales 2006 tertang Medoman Pengebslasn Kesangan Dasrah
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6 Perwturas Nentert Dalane Negeri Nomsor 21 T 2011 tstang Perobaban Kedua Atat Peratersm Mester| Dadare)
Neger! Nomoe 13 Tehun 2006 teatang Pedomian Pengslslaan Kewangan Dacrah
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4 Memabamt Proses dan Proseder Pengepaan Uang Persediaan (1P)

L DPASKPD yung telah disabican

2 Peraaghat Kemputer [ Lageop
3 Aplticed SIMDA Keusnigan
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2 S0P Progran Kegiatan:
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S Persturan Menter! Dglam Negent No. 13 Tabun 2006 tenasy Pedoman Peagelolasn Keusagan Daeras
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13 Tahun 2006 teatang Pedoman Pengelolain Xevangan Doersh

7 Peratugen Menteri Dalam Neger! Nomor 21 Tibun 2011 tentang Purubohan Kedua Azas
vﬂ..::-: Mencer) &I. Negeri Nemor 13 Tabun 2006 teecang Pedoman Pengeiotsan

" Guberrur 37 Tubue 2016 teorang Tugas Pokok, Pungsi des Desten Tuges
Pn.. s Pemberduyian Perompuan, Perlindun gin Assk, Pengendalian Pesdoduk dan Keluarga
Derencana Proving Kalmsintan Tongh

1 SOP Secovan Pengenbaisan Selany;

1 SOP Proses Resonsiliast Aset [/ Barsag Millk Daeraty

3 SOPF Frosex Rekovsliast Barang Pakal Habis

4 SOP Sadan Keuspn Daerah Provinst Kaeastan Tengah [ Peldhat Pengelols Kewangan
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5 Peraturan Memer! Dalam Negerl No. 17 Tehun 2007 ey Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah

& Pesatursm Gebernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas Pokeik, Fungsl das Draian Tegn Divas
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1. Mampu mengoperasions o wd ks SIMDA Keangan

2 Mampu mengopeeasionalion splikag SIMDA BMD

¥, Mampu mengoperssionaiomn spliked komputer [MS Ward dan cell)
4. Mangetabnn Prossedar Rekoendiasi Asee |

i

L Pecanglat Kownputer / Laptop
2. Aptikis! SIMDA Kewsingas daa SIMDA 8MD
i Printer

1 Doksarren Cotalc / Arsip 34 Rekonsliasi Aset




Doerad

Folaksama Mty Baku
Selcretarts /
Kegtatan Kasubtog Penguray Persyaratas /
Kepals Dinas Pejabar Keudngan & Aset Baramg Kalenghopan Waiktu Outpet
Pemitauxczan
1 [Memerime Surat / Jadwel Pelsksansan Rekoos(fiss) Surs / Jadvenl 10 munit | Disproini Pimpinan
o e —
2 [Menerima dlspusis phmoman D-l m_sl\tZEPL 10 neait | Désposis) Pampésan
LE_.:.-%
Deut: BA Rukeonsilias, 5P)
nrwmmatan Duta Restsast Kesangan, Realsas - Fungsonal, LRA, Dok Kontra
Baluria Mortal. Data Persedisen Rarang Pakai Habie, J.I.-x!t_!:dtls nenit | Drat Aumulas: Peryusuta
nghicungan Peryasusan e Pengetkan Naskah B4 BA Reloens Pered aan Fined,
4 |Korvkad / veeifisi istarnal dae Persatugaan Pimpinas \ Draf Dokwmen Rekon | 30 manit yfﬁ-ﬂni’_._:.
BA Wekon. Ki dan lomeiran
5 {Prises Rekunsiliast o SKPKD Provine Kalteng !gﬁ.unﬁw_. 1 minggu | prenwitung ditandatangani
m.‘hbl:ii potusas dan Desabrar rekon
nditargan i 5K




Nomor S0P ;10801 TP FSekre D SAPIAE
z | Tangge Prebuataa : 18 April 2019
| Tanps Revisd
| Tanggal Pergesabas
Disahécan Oleh
PEMERINTAN FROVIRSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMEERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDINGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET Nauna S0P

I Usndangundang Ne 17 Tahun 2003 tenang Keuangsn Nogars

2 Undang-undang Ne. | Tabun 2004 tentang Perbendabarzan Negard

A Puraturan Peamerircsh No, 24 Tabsn 2005 tentung Standar Akustans Pemecintaban
¢ Feuturan Pesserietah No. 58 Tabon 2005 tewtans Peneelolain Kusnean Daersh

S

Daersh

6 Perucuran Gubernmr Nomer 27 Tabun 2016 teutang Tuges Pokok, Frtgst den Ursan Tugas Dinas

Pembercayuin Ferernpaan, Pertiadungan Anak, Pengradalion Pendeduk dan Yebuacg Berencana
Proviesi Ksienantan Tenguh

I SOP Peagelolesn Barang Pak Habis

2 SUP Pengelodain Surgr Masuk
3 508 Merekolsan Suret Nelwar

§ S0P Badan Kewantan Dosrads Proviss Kalimantes Tegh / Pejshat Pengeinla Kesargsn
Daewah (PFPKD) / Bendahara Ureem Daerads (BUD)

1 Dwta stand penerinas din peagebasrams harasg pekad habis dengan realissst Selanca Apabils
rebonitas) barung padal had iy tidak dedukan, maka akan mesvyebabiom ketidalakuratan

Pecaturan Mentest Dndam Negers Ma. 17 Tadun 2007 testang Pedomas Pragelnlias Rarang zﬁJ

L. Murgu sengoperasionalloan apdikee knmpater [MS Word dan )
2. Mesgetabtesi Prosecer Pengelolsan Bareay Pakal Habis \

L Dofuroen Cetak / Arsip BA Reborstten Barsag Pakai Mabis




3 Pesgumgalan Dets Perseriname, Posgel ustan dan

0l |dl




Nomor SOP . {0611/ 292 /Sekre/DPIAPPKE
| Tamggal Pembuatas : |9 Apnl 2019 ~
| Tanggal Revisi L\
Tanggal Pengesaban : |16 A \
Digahkan Obeh : -
¥ 6?.9’ %0»\/...
A inss PIAPPKDB
4 L Pro limartah Teagah,
4 | DINAS PIAPPKB) *
. \ B~ dr. A X D M. Kes
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN. & s
KELUARGA BERENCANA /\\% ASY /¥ a _..-.u 721 801
SANTAN
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET Nama SOP Pengelolaan 1:5- Inventaris

W W -

Undang-undang No, 17 Tahun 2003 tentang Keunngan Negara
Undang-uadang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah No, 24 Tabum 2005 tentang Standar Aluntansi Penierintaban
Peratursn Pemerintah No, 38 Tahun 2005 tentang Peneelalaan Kewuangan Daersh
Peraturan Menterd Dalam Negerd No. 17 Tahun 2007 tentang Pedonsan Pengelolaas Barang Milik

Daerah

Peraturan Gubernur Nomor 37 Takun 2016 tentang Tugas Pokok, Pungst can Uratin Tugas Dinas
Pemberdayaan “erempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudid dan Kehiarga

Hereocana Provins: Kalimantan Tengsh

SOP Pembayaran Langsung (LS) Barang dan jasx

Apabila peagelosan barang inventaris tdak berjalan sebagaimana mesirva, maks alan

berpengarub pada lemabnya pengawasan terhadap barang miltk daerat

Pengelolase Barang Inventaris merupakar salah satw beatul pengendazan internal yang
harus dilakukan sebagal wujud ketaatan rerhadap peraturan dan ketertaan yang herfaku.

2, Printes

L Perangkat Komputer / _aptop

L Dolcumen Cetak / Arsip Laperan

1. Mampu mengoperasionalkan aplikasi komputer (MS. Word dan cell)
2. Mengetahul Prosedur Pangelolaan Barang Inventaris







Namor SOP 1 |061.1) gvss\asuaﬁxﬂ
Tanggal Pembuatan : {9 April 2019 A~
| Tanggal Revisi : -
Tanggal Pengesahan
Disahkan Oleh
PEMERINTAH PROVINS! KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK. PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET Nama SOP

N W -

Undang-andang No. 17 Tabun 2003 tentarg Keuangin Negara
Undang-andang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negora

Persturan Pemerintah No. 24 Tabun 2005 tentang Standar Akuntanst Pemerintaban,
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Peneelolaan Keusngan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negert No, 17 Tahuen 2007 tentang Pedomsan Pengelolaan Barang)
Miltk Daerah

Peraturan Gobernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsd das Uraian Tugas
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perfindungin Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Harencana Previnst Kalimantan Tengah

SOP Program Kegiatan

Apabila pernelibaraan barang tidak difaksanakan sebagaimana mestinya, maka akan
berpengarub pada masa manfaat dari suaty harang akan menurun.
Kondist suato barang sangat mempengarahi kinerja operasional kantor

1 Mampu mengoperasionalican aplikasi komputer (MS. Ward dan Exce
Z Mengetahu! Prosedur Pengelolaan Barang Milik Dasrah

1. Perangiat Komputer / Laptop

2 Printer

L. Dokumen Getak / Arsip Laporan




wr Pemelibaraan Barang Inventaris

Pelaksana Mutu Baky

Prosedur
Kepala Bidang Pengurus Barang | Persyaratan / Kelengkapan Waktu Output

Barung dalam kondis| rusak. | 10 menit Kerusikan barang telah dilsporian.

1 [Melaporkan kerusakan barang mventaris ]lll
2 |Melakulan perhaiian metalul jass sorvice _ Barang rusak dan masih daoat [Menvesuaskan  |Barane datam kondisi baik,
rbaild

3 |Menverahican kepads bidang / pemilik barang ( ) Barane dalam kondisi balk, 10 menit Barane tefah diserahian kembali.

4 |Pencatatan dalam baku pemelilsraan G Kwitansl / Nota Perbaikan 10 menit Bulku Pemelibaraan Barang




Lo L ShL 1y 2P Schew DPIAPTUN | N
; | Teaged) herkarman 3 Apei 2619 [ i

g Sevst !

| Tangga! Progrsaban
Disabicat Cles

PEMERENTAN PROVINS KALIMANTAN TENGAN
DUNAS FEMBERDAYAAN PEREMPUAN, FESLINDURGAN AMAKPENGINIMLIAN PENDUDUR DAN KELUARGA
HERENCANA
SUB BAGLAN KEUANGAN DAN ASEY Nawa SOF

I Wodang andang Vo 17 T 1003 sartang Ceuingan Negacs
I Pndang andong No, 1 Tabwen 2004 teatang Pertendabaram Nogera

I Memaband SAY

2 Marsaharne DFA
5 Perwuran Pameriotad Mo 24 Takua 2005 tratarg Spdar ASsisiens Peovenmsius 3 Mestabard Prosedtir Pergelelans Keeangan Daersdt
4 Peruseren Pernoretat Mo, 55 Tabue 2005 sentare Pespwiobosn Krnasn Dosrah A Merabared Prossdur Pexpeictass Ra-ang ML Deerad
5 Parmmurwn Meoter: Dulayn Neger! No 13 Tabwn 2005 W Pedarzan Pengy Kevangas Lawrah

& Pemanuran Marter: Dalses Negert No. 17 Taln 2307 terneyg Podersan Pengeiiass lRarang Mikk Deerah

T Pesauren Nevtsrd Dalam Magart No. 59 Talvan 2007 W Pendabens Atas Pertnendegrt Na. 13 Taltan 2300 teoang)
Fedomm Pengecdear. Kaaangan Daeran

8 Peatursn Mermer Dalen Mogeed Namee 21 Tabien 2000 seatang Pervbibus Kedes Atss Pesstizsn Mrest Didan
Perer | Wormee 13 Tudvan 2006 svtang Podoman Pengectasn Yeassgon Db

T Fecanran Gutemer Katreantan Torgah Nonor 73 Tubun 2015 Tertang Pelasrmn Porfalos Dinas Dalass Nageri D0
Linghungan PerverEdian Prir kst Kallmante: Taagal

10 Feranrss Gubsrmar Naser 37 Tahes 2016 teaeg Tuges Pokok, Pangyl G Urwan Toger Dizas b deyuar
Ferenttuat, Perindungn Ak Pergoachilar Pendedik fan Kebirrgs Berasca Frevinal Kabrrarmas Tergpah

dcaly /| Dobearags 59}

1 Apahia perasvoingat peseribasas witermal fdsk Alaksesakan, reakn 1kar mesghymbat

bhelarcarm proses sall) [ineenal yong (skeidan isd laspeicnrar Provine

2 1Raenii izterns tdak borjalen lncar, s Geper eemprrgan b opind tartadey [F
Dizas Pevberdapam Patsonpuan Pertadungeo Arak, Peogeosdal sn Pesdadek des XA
Provosd Kalsrartan amum.







Nomor SOF - |061.1/ 20 /Sekre/DPIAPFRE
| Tanggal Parmilesatan : |5 Apdii 2019 I\
[ Tunggal Revisi g
| Tanggel Pengeashin
[Bisahkan Gies
PEMERINTAH PROVINS! KALIMANTAN TENGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PRRLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUX DAN
KELUARGA BERENCANA
SUR RAGIAN KEUARGAN DAN ASET Nama SOP

1 Undasg-undesg No 17 Tabun 2003 testang Sevangan Negarn

2 Dodaag-undasg No 1 Yahun 2004 sencang Perbenclaharan Negara

3 Pevatwran Pemerintah No. 24 Tahun 2005 eeatang Soardar Abuncanst Pemerintshas

4 Perataran Peroerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pencelolsmn Kesangn Deerah

S Peraruran Mesteri Dalam Negeri No, 13 Talwn 2006 unvisag Pedoman Pengelolasn Kewangsn Daerah

b Perataran Menteri Dalae Negerl No. 59 Tahus 2007 tertasg Perubaban Atas Permendagn No. 13 Tahun
TOOW tentames Pevkvrun Peooslnlrs Kensnoas Naesh

7 Pecataran Menteri Dalam Neger) Numor 21 Tabun 2001 tentasg Perubalise Kedus Atw Peraturan Menterd
Duloes Negeri Nomar 13 Tubss 2006 tentang Pedoman Pengeolsan Keuangan Dagruh

d Termunan Gubernur Nomor 37 Tubun 2016 wotang Tegns Pokok, Fungsl dan Ureian Tugss Dinas
Femberdayman Persssguan, Peclindungan Ansk, Pessgescalian Penduduk dan Kelusrya Bervncana Provies)
Kallmurtan Tengah

SOF Pengajuan Gaod Unng Persediann Nikil (GU-P Nikil)
2 S0P Pemgajuan Tambah Useg Perseiaan Niha (TU-P Nidad);
3 S0P Proses Pendampingsn Pemeriisan Internad

Setor penpembaliss belens reetupaion suaty bentuk tunggung jawab yang harus &akskuan
upabils ditemubas kedubitan tuyar setelah SF2D rerhit, sisa desa TU yang tidak Mabls Sigunakin,
e fnte sisa UP packs satiap akdir peciode argyuran.

1 Mampu mesgoperasicealkan aplikast SIMDA Kewangn
2 Mampu meagoperasiorslban aplikast kempates (M3 Wond dir Excei]
3 Memgshul Presedur Pengelolaan Kesangan deesah

L Perangkst Kompuater / Laptep
Z Printer

L Doiumen Cetak / Arsip Laperan




4 _?..‘-!BE-!:Q.: Nl chan GII Nihil) posle
aplikas] SEMOA Keuangan acau melabudan jlen jarmsilen
apabile setoran tersebut merugaakan kelebilan bayar

No Knghatan Bendahara Persyaratan /
Waktu
Pengeinarse Kelengkapar Output
Dolamoen SP§ TU Nikal /
1 |Menghitumg wdui sotnrss pesgembalian (Swa TUP. _ T Dakeusren 591 GU Nehil / 10 menit |Nikal yungharvs disetorkan
Sisa UP aknr tabun) tasil verifikasi ke K23 Datruh
2 |Pembuatars STS (Surse Tands Setooun) rew Nilal yang harus disetarkan Glnan_uia
e Kis
3 | Korelod tands tangan TS chan ssalaloikam T Oraft STS L0 wiewit [STS celah ditandaangani can
pemyetoran melaiol Bank [ Kantor Pos serdekat - ik livng tedah Gawtorkan
20 mewit | Buk setor telah tering
il

[ |setelan SPZD wibie,




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Nomor SOP
Tangga | Pembuatan

,g_ Revisi

._.E,@ vgmmwu-ﬁu
Disahkan oleh

: 0611/ 2Aé /Sekre/DPIAPPKB
- 19 April 2019

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

Nama SOP

1. Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengolahan Data dan Informasi
Perencansan Pembangunan Dacrah

2. Peraturan Daevah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tabun 2011 tentang Rencana
Pembangunan jangka Menengah Dacrah Provinsi Kallmantan Tengah Tahun 2011-2015

3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Susunan, Tugas

Pokok dan Fungsi Serta Urakan Tugas Dinas Pemberdayaaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

i

B T SR e e T

Apabila salah satu tahapan tidak dilaksanakan, maka program kerja tidak dapat disusun.

1. Memiliki Pengetahuan tentang Penyusunan Program Kerja;Mampu mengoperasikan
Aplikasi Perkantoran

2. Memahami mengenal Kegiatan Penyusunan Progrs
fungsi serta mekanisme penyusunan laporan

Kerja;Memahami tugas dan

3. Memiliki Kemampuan tentang Penyusunan Program Kerja Memahami kebijakan yang
teriait dengan penyusunan rencara program kerja

1. Data Bidang

2. Dokumen RENSTRA

3. Dokumen RENJA

4. Tapkin (Penetapan Kinerja)
5. IKU

Program Kerja dalam bentuk hardcopy dan softcepy




Prosedur Pesyusunan Program Kerja

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan
Kasubbag | Sekretaris Staf Kelengkapan |Waktu Output
1 [Membust Surat buat tisp-tisp Bidang untek Surat Perintah 1har  |Surat Perintah
Mengumpuikan Program Kerja Pengumpulan Laporan
2 [Memarafl Surat Pengurapslan Program Kerjn Surast Perintah 1kan  |Surat Perintah
dan Menyerabian Kepada Selretarts Pengumpulan Laporan Pengumpulan Laporan
yang sudah diparaf
3 |Memaraf Surar dan Menyerahlan Kepada Surat Perintah 2hart  [Surst Perintah
Kepala Dinas Pengumpulan Laporan Pengumpuian Laporan
yang sudah diparal yang sudah diparaf
Kasubag
4 |Menandastangi Surat Pengumpulan Program Surat Perintah 2hart  |Surat Perintah
Kerla Pengumpulaa Laporan Pengumpulan Laporan
vang sadah diparaf yang sudah
Sekretarts ditandatangani
5 |Menggandakan dan Membagikan Surs ke Thap- Surat Periptah 3jam |Surat Perintah
Tiap Bidang . Pengumpulan Laporan Pengumpulan Laporan
yang sudah
deandatangani Kepala
Dinas
6 |Meminta Program Kersa pada Ttap-Tiap Bidang Surat Perintah minggu |Laporan Program Kerja
Pengumpulan Laporan Hidang
7 [Mengumpulian Program Kerja Bidang untuk Laporan Program Kerja 2hart  |Program Kerja
difadikan Program Kerja Dinas Bidang
B [Menyusen Program Kerjs Kedinasan Program Keria 1 hart  |Dokumen Program
(=) Kedja




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tangeal Revisi ; e QN e N
Tangzal Pengesahan _ A6Ep| 2019 N 4N
Disabkan oleh ¥/ CY .

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

1. Pergub No. 4 Tahun 2012 Tentang perubahan atas Perda No, 7 Tahun 2008 tentang
organisast dae Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Susunan, Tugas
Pokok dan Fungsi Serta Uralan Tugas Dinas Pemberdaysaun Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

SOP aplikasi SIMDA

[

Apabila penyusunan laparaa ini tertunda maka laporan minggu selanjutnya serta bulanan akan
terhambat

L. memilils kemampuan mengolah dats sederhana
2. mampu mengpunakan aplicasi perkantoran
3. mengetahul tugas dan fungsi melanisme penyusunan apo

L. Komputer / printer
2. DPASKFD

3. 57) Fungsional (Sknda Kevangan)

Disinpan sebagai data eleikctronik dan manual




Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran

Pelaksana Mutu Baku
Kasub Penyusun
we: Ragnainn Sekretarts | Penyususunan | Program dan |  Kelengkapan Waktu Output ®
Program Kegiatan
Disposisi 15 menit |Disposisi
Meberikan disposisi penyusunan laporan
> realisasi anggaran U
Disposisi 30 menit |konsep kebutuhan
2 |Memberikan disposisi ﬂ(“.— poren
Konsep kebutuhan | 120 menit [SP} Fungsional, terkait SOP
Mengumpulkan bahan (Simda), menyusun \ 4 Laporan Rencana Aksi Pengumpulan Bahan
3 |dan menyampaikan draft laporan realisasi penyerapan
anggaran anggaran
SP| Fungsional, 60 menit [konsep laporan
Tidak Rencana Aksi
4 Memeriksa laporan dan menyampaikan penyerapan
draft laporan realisasi angaaran 2 anggaran
konsep laporan 90 menit |Dokumen Laporan
5 Menandatangani laporan realisasi
anggaran




omor SOP J061.1] 277 JSekre/DP SAPPRA

anggal Pembuatan .19 April 2019

an Revisi 3 Fa

anggal Pengesahan 116 April 2019 _=——==_ | \

Disahkan oleh : .\;\m‘ﬁ.:” L
. Repal .@ 5 PIAPPKE
JY Provinsi Kahd igritan Tengah,
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NG Kes
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN [ Mad
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 102/ 001
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM Nama SOP Pengumpulan Laporan xu%no!.\v..og

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Susunan, Tugas
Pokok dan Fungsi Serta Uralan Tugas Dinas Pemberdayaaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

Apabila Progres kerja kegiatan/program tidak tercapai maka dapat berpengaruh terhadap
pelaporan kinerja SKPD

1. Memiliki Pengetahuan tentang Pengumpulan La giatan/Program;
2. Memahami mengenal Kegiatan Pengumpulen Laporafl Kegiatan/Program;
3. Memiliki Kemampuan tentang Pengumpulan Laporan Kegiatan/Program.

i

1, Surat Perintah

i

Dokumentasi Laporan Kegiatan/Program




Prosedur Pengumpulan Laporan Keglatan

Pelaksana Mutu Baku
oo g Kasubbag Sekretaris | Kepala Dinas Staf Kelengkapan Waktu Output
1 |Membuat Surat buat Tiap-tiap Bidang Surat Perintah 1 hari |Surat Perintah
untuk Mengumpullcan Laporan Pengempulan Laporan
2 |Memaraf Surat Pengumpulan Laporan dan Surat Perintah 1 hari |Surat Perintah
Menyerahkan Kepada Sckretaris Pengumpulan Laporan Pengumpulan Laporan
yang sudah diparaf
Kasub
3 |Memaraf Surat dan Menyerahkan Kepada Surat Perintah 2hart |Surat Perintah
Kepala Dinas : Pengumpstian Laporan Pengumpulan Laporan
\ yang sudah diparafl yang sudah diparaf
4 |Menandataag) Surat Pengumpulan Laporan Surat Perintah 2hart  |Surat Perintah
Pengumputan Laporan Pengumpulan Laporan
yang sudah diparafl yang sudah
Sekretaris ditandatangani
5 |Menggandalan dan Membagikan Surat Surat Perintah 3jam |Surat Pecintah
Pengumpulan Laporan ke Tiap-Tiap Bidang _ _ Pengumpulan Laporan Pengumpulan Laporan
yang sudah ditandatangan| Bidang
6 |Menagih Laporan pada Tiap-Tiap Bidang B Surat Perintah 1 minggu | Laporan Bidang
| |Pengumpulan Laporan
M
7 |Mengoreksi Laporan Bidang AVA Laporan Bidang 1 minged | Laporan Bidang Final
¥8
8 |Mengumpulkan Laporan Bidang Laporan Bidang Final 2hari |Laporan
Kegiatan/Program




Nomor SOP 10611/ 29 9 /Sekre/DP3APPKR
Tanggal Pembuatan 1|9 April 2019 " ir
Tanggal Revisi $ %
Tanggal Pengesahan [ 16 April 20197 1ol o O
Disahkan oleh : - p as PIAVPPKB
_ Provinshlimantan engah,
\\. ' DINAS PIA S;J
PEMERINTAH PROVINS! KALIMANTAN TENGAH /_, -
\ dr. AD \ ¢ 3
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK .,,”.v\\ ! g _ h%. Ko
DAN KELUARGA BERENCANA ¥ msa Ol B 59102 1 001
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM Nama SOP : = ,o-wducbw-(éﬁu_!l
L. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Susunan, Tugas 1. Memiliki Pengetahuan tentang Penyusunan Rengra Dinas;

Pokok dan Fungsi Sesta Uraian Tugas Dinas Pemberdayaaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kallmantan Tengah

2. Memaham! mengenal Keglatan Penyusunan Renstra Dinas;

3. Memiliki Kemampuan tentang Penyusunan Renstra Dinas,
1. Data Bidang

SOP Pengumpulan Laporan Kegiatan/Program

2. Data Sekretariat

Apahila Progres kerja kegiatan/program tidak tercapal maka dapat berpengaruh terhadap Dokumentasi Renstra
aporan kinerja SKPD




Prosedur Renstra Dinas
Pelaksana utu Baku
2 Kt Sekretaris | Kepala Dinas Staf Kelengkapan Waktu Output e
1 IMengumpulkan dan Menyusun Data Per Data Per Bidanyg 3 minggu |Bahan penyusunan  |SOP Pengumpulan
Bidang Renstra Laporan Dinas
2 |Memaraf dan Menyerahkan Draf Renstra Bahan penyusunan 1jam |Draf Renstra yang
kepada Sekretaris Renstra sudah diparaf
3 |Memaraf Draf Renstra serta Menyerahkan 2jam  [Draf Renstra yang
kepada Kepala Dinas _ Draf Renstra yang sudah diparal
sudah diparaf Kasubag
4 |Menandatungl Dokumen Renstra Draf Renstra yang 1harl  |Renstra SKPD
. {sudah diparal
Sekretaris
Menggandakan dan Jilid Dokume Renstra SKPD 3hart  |Dokumen Renstra
Renstra J SKPD
Mengirim Dokumen Renstra = = Dokumen Renstra 1harl  |[Dokumen Renstra
SKPD SKPD
Mengagendakan Bukti Pengiriman — Dokumen Renstrs 15 menit |Bukti Pengiriman
. SKPD
okumentasi Dokumen Renstra Bukti Pengirimandan | 15 menit |Arsip
Dokumen Renstra




Nomor SOP : |061.1/) %00 /Sekre/DPIAPPKB
Tanggal Pembuatan : |9 April 2019
Tanggal Revisi $
Tanggal Pengesahan : 116 April 2019
Disahkan olch
i
_ *
PEMERINTAH PROVINST KALIMANTAN TENGAH _.. \_
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN /.
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM Nama SOP

1. Perataran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Susunan, Tugas
Pokok dan Fungsi Serts Uratan Tugas Dinas Pemberdayaaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

§ T T T R TSGR S

SOP Pengumpulan Laporan Kegiatan/Program

Apabila Progres kerja kegiatan/program tidak tercapai maka dapat berpengaruh terhadap

1. Data Bidang
2. Data Sekretartat

Dokumentasi RKT

1. MemUiki Pengetahuan tentang Penyusunan RKT SKPD;

2. Memahami mengenal Kegiatan Penyusunan RKT IKPD;
3. Memiliki Kemampuan tentang Penyusunan RKT S{PD,

|pelaporan kinerja SKPD




Dokumen RKT SKPD

Pelaksana Mutu Baku
No. Kepa Keterangan
Kasubbag | Sekretaris DI o Kelengkapan | Waktu Output
1 [Mengumpullcan dan Menyusun Data Per Data RKT Per Bidang 1 minggy | RKT Per Bidang SOP Pengumpulan
Bidang ﬂ Laporan Dinas
3 _33_-535 Menyerahkan Berkas RKT RKT Per Bidang 3jam  |RKT Dinas yang
kepada Seioretarts sudah diparal
5 |Memaraf Berkas RKT serta Menyerahkan _1L—” RKT SKPD yarg sudah L hari  |RKT SKPD yang
kopada Kepala Dinas |diparaf Kasubag sudah diparaf
6 |Menandatangi Dokumen RKT RKT SKPD yang sudah 1 hari  |RKT SKPD yang
|diparaf Sekretaris sudah ditandatangani
7 |Menggandakan Dolemen RKT |RKT SKFD 3bart  |Dokumen RKT SKPD
8 |Menginm Dokumen RKT Dokumen RXT SKPD 1hart  |Dokumen RKT SKPD
9 |Mengagendakan Bukti Pengiriman |Dokumen RKT SKPD 15 menit  |Bukti Pangiriman
10 |Dokumentasi Dokumen RKT Bukti Pengirimant dan | 15 menit |Arsip




Nomor SOP 061.1/ %0 /Sekre /DF3APPKB
Tanggal Pembuatan | : {9 April 2019
Tanggal Revis:
Tanggal Pengesahan |- {16 April 20187774 5 = N\
Disahkan oleh . 7% ealaRinas PYAPPKB
/ Blimantay Tengah,
PEMERINTAH PROVINS! KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PURNGN. Kok
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 001
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM Nama SOP

L. Peraturan Gubernur Kallmantar Tengah Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Susunan, Tugas
Pokok dan Fungsi Serta Uralan Tugas Dinas Pemberdayaaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendaltan Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tergah

SOP Pengumpulan Laporan Dinas

i

Apabila Progres kerja kegiatan/program tidak tercapal maka dapat berpengaruh terhadap

1. Memiliki Pengetahuan tentang Penyusunan LAKIP SKP

2. Memahaml mengenai Kegiatan Penyusunan LAKIP SKPD;
3. Memiliki Kemampuan tentang Penyusunan LAKIP SKPD.

1. Data Bidang
2. Data Sekretariat

Dokumentas| LAKIP

pelaporan kiner{a SKPD



Prosedur penyusunan LAKIP SKPD

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Ket
Kasubbag | Sekretaris ...n__.-r Staf Kelengkapan  |Waktu|  Output
1 |Mengumpulkan Data Pendukung LAKIP Laporan Bulanan, Laparan 2 minggu |draf LAKIP Dinas SOP Pengumpulan
(Laporan Bulanan, Laporan Keuangan, Keuangan, RENSTRA, IKU, Laporan Dinas
RENSTRA, IKU, Penetapan Kinerja, RKT, Fenetapan Kinerja, RKT,
Pengulauran Kinerja dan Struktur Pengukuran Kinerja dan
rganisaci Dinas per-Tahun) Struktur Ocganisasi Dinas pel
Tahun
2 42-3::.5 LAKIP Dinas |draf LAKIP Dinas 1 minggu |draf LAKIP Dinas
yang sudah tersusun
3 |Memarafdan Menyerahkan Kepada draf LAKIP Dinas yang sudah |10 merit |draf LAKIP Dinas
Sekretaris _88.5! yang sudah diparaf
4  |[Memaraf LAKIP Dinas dan Menyerahlan draf LAKIP Dinas yang sudah |1 hari draf LAXIP Dinas
kepada Kepala Dinas diparaf Kasubag yang sudah diparaf
5 |Menandatangani LAKIP SKPD draf LAKIP Dinas yang sedah |1 hari  |LAKIP Dinas yang
1 diparaf Sekretaris sudah ditandatangani
6  |Menggandakan dan Meajilid LAKIP L[ LAKIP Dinas yang sudah 3hari  |Dokumen LAKIP
SKPD ‘ ditandatangani Kepala Dimas Dinas
7  |Mengirim LAKIP SKPD Dokumen LAKIP Dinas 1 han Dokumen LAKIP
‘ Dinss
8 |Mengagendakan Bukt: Pengiriman = = Dokumen LAKIP Dinas 15 merit |Bukd Penglriman
i
9 |Dokumentasi LAKIP SXPD Bukzi Pengiriman dan 15 menit |Arsip
Dalcumen LAKIF Dinas




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

Nomor SOP : [06L.1/ HO2 /Sekre/DP3APPKE A~
(Tanggal Pembuatan | : |9 April 2019 R
Tanggal Revisi S = \
Tanggal Pengesahan | : {16 April 20 g S Ve R \
Disahkan oleh : B Kepala'Qfpas P3APPKS

\ a Provinsi Kajfiahtan {enga,

r * (DINAS PIAPPKH| * |

7\ dr. ADN, UNG, ¥/ Kes
= #\A P Mad
_—r 1991 001

Nama SOP Peayusunan LPPP SKPD

L. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Susunan, Tugas
Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Dinas Pemberdayaaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

SOP Pengumpulan Laporan Dinas

Apabila Progres kerja kegiatan/program tidak tercapai maka dapat berpeagaruh terhadap

laporan kinerja SKPD

1. Memiliki Pengetahuan tentang Penyusunan LPPOP SKPD

2. Memahami mengenai Keglatan Penyusunan LPPD SKPD;
3. Memilikl Kemampuan tentang Penyusunan LPPD SKPD.

7

2. Data Sekretariat
3. Format IKK Provinsi
4, Perangkat Komputer

Dokumentasi LPPD




Prosedur Penyusunan LPPD SKPD

Pelaksane Mutu Baky
e — Kepala Dinas | Sekretaris x-!m bbag Pelaksana Kelengkapan Waktu Output Ratardngen
1 [Mengumpulkan Data Terkalt Peadukung Disposisi, Formae [KI dan data-cata 2hari  |disposisi
LPPD A v |tekait urusan SKPD
2 |Metakukan penyusunan LPPD Disposisl, Format IKK dan data-data Lhart laahan Pelaksan
Tidak tekait urusan SKPD
3 |Memeriksa hasil penyasunan LPPD Draf LPPD 30 menit |DrallPPD
4 |Memertkea hasil penyosunan LPPD Draf LPPD 10 menit |DralLPPD
S |Memeriksa dan menandatangan! Draf LPPD Drafl LFPD 10 menit DralL¥PD
6 |Meayampaikan LPPD kepada Biro ADPUM LPPD 10 menit |Tanda terinsa penyerahan | Terkait SOP Pengelolaan
PP Surat Keluar




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINS|I KALIMANTAN TENGAH

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN




PEMERINTAH PROVINS! KALIMANTAN TENGAM

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Nomor SOF

Tanggal Pembiuatan
Tanygal Revis!
Tanggal Pengesaban
Desabican oleh

1061.1/3 03 /Sekre/DPIAPPKS
:|9 April 2019

PKE

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

1. Perrnendagri No 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama atas Permendagri Nomor 3 Tahun
2005 Tentang Tata Naskah Dinas d) Lingkungan Pemerintah Dasraly

2. Perateran Menteri Dalam Negerl No 55 Tahua 2010 Tentang Tats Naskah Dinas di Lingkungan
Kementerian Dalam Negen

3, Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementertan Dalam
Noger dan Penerintah Doerah

4 Peraturum Gubernur Mo % Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Naskah Dirsss di Lingkungan
Pemerintah Provins! Kallantan Teagah

5. Perntursa Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahan 2016 Tentang Sesuman, Tugas Pokok
dan Fungsi Serta Uralan Tegas Dinas Pemberdayaasn Perempaan, Perlindungan Anak
Pengendalian Pendoduk dan Kelsarga Berencana Proviost Kalimantan Tengah

TOEIELAR M e SR b

Jikn SOP inl tidak dijalanican maks pelakssnasn keglatan selanjutaya akan terhambat

1. Mengstahu! dan memahami tata naskah dinas
2. Mengetahul dan memehaml teatang tata kearsipan
3. Mengetahul tentang fenis: jenis Arvip

4. Manpu mengeperasikan aplikas! perkantoran

L. Dokumen Pedoman Tata Naskah Dimas
2. Kaeti Surat Masuk / Buky Agenda

3. Lembar dispostsi

Register/ Agemis Ssrst Masuk




Presedur Peagelolaan Surat Masuk

PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN
Staf Bagian Umum
Kepala Dinas Sekretaris dam K ; Kelengkapan Waktu Output
1 |Menerima Surat Masuk Surat Masuk 5 menit Tenda verima sarat
masuk
2 |Membuka dian mengagendakan surat masuk Surat masuk dan tanda 5 menit Kartu Surat Masuk
terima surst masuk
3 [Memberi lembar disposisi surat masuk Surat masuk danKartu | 10 mentt | Lembar dispasisi, surat
Surat Masuk masuk
4 [Mendisposist surat masuk dan menyerahkan kepada Lembar disposisi, surat 10 menit Surat Masuk dan
masuik disposisi kaban
5 |Mendisposisi surat masuk dan menyerahkan kepada Surat Masuk dan 10 menk Surat Masuk dan
disposisi kaban dispasisi sekretaris
6 |Menyampaikan surst masuk sesual dengan disposisi Surat Masuk dan 10 ment: Surat Masuk
dispasist sekretaris




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Nomor SOP 0611/ MD@ \wn.n.ﬂ\cvw_,vﬁml
anggal Pembuatan S April 2019

Tanggal Revisi \

1@:.6_ Pengesahan 16 April 2019 \

Disahikan aleh

=~ Kepaf Dinas P3APPKE
PR .zsu xu_.au%:ag ’
N
2N

)

tama Madya
71992021001

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 55 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Kementerian Dalam Negers

2. Peraturan Gubernur No. 9 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Susunan, Tugas
Pokok dan Fungsi Serta Ursian Tugas Dinas Pemberdayaaan Perempuan, Perlindungan
Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinst Kalimantan Tengah

Jika Kepala SKPD tidak menandatangan! maka Surat Keluar tidak bisa diterbitkan

1. Memahami peraturan tentang tata naskah dinas
2. Mampu menagoperasikan aplikast perkantoran

1. Dokumen Pedoman Tats Naskah Dinas
2. Surat Keluar/Buku Agenda

3. Lembar Disposisi

4. Perangkat Komputer

Dicatat pada buku agenda surat keluar




Prosedur Pengelolaan Surat Keluar

Pelaksana Mutu Bakn
Kasubbag umum | Staf Bagian
No. Keterangan
c Kapsten Kepala Dinas | Sekretaris dan Umum dan Kelengkapan | Waktu Output na
kepegawalan | Kepegawalan
I Memberilkan disposisi pembuatan Lembar disposisi, Lembar disposisi,
konsep naskah dinas keluar surat masuk 1 Menit [SUrat masuk
Pembuatan Konsep naskah dinas naska
2 |keluar, memberikan disposis! untuk “WWM_«_. |20 veai uﬂ”“oﬂn_cu« ’
mengetik konsep naskah dinas keluar
Print out Konsep
3 |Menyusun konsep naskah dinas Konsep naskah 20 Menit|naskah dinas
keluar _IE dinas keluar kel
’ uar
emer Print out Konsep Print out Konsep
+ e kal _”thnh-_,wgha fian koasep naskah dinas 5 Menkt |naskah dinas
el _ keluar keluar
Memeriksa konsep naskah dinas > Ya
5 keluar apabila tidak sesuai maka < ”“._M.ME_ _.S:onv 5 Meni: Mﬂﬁwnﬁuﬁ.ﬂhg
akan dikembalikan untuk diperbaiki, Ya IR " |telsh diberi paraf
jika sesuai akan diberi paraf 2
Konsep naskah
6 [Menandatangani nuskah dinas keluar dinas keluar yang | 3 Meni: ”M_n””_ ]
telah diberi paraf
Memberikan nomor dan Stempe)
, |oBanisasl serta dokumentasi naskah ﬂ.(“v naskah dinas 3 Meni: |P2skah dinas
dinas keluar keluar * |keluar




Nomor SOP 11061 1/ 208 /Sekre/DF3AFPER
Tanggal Pembeatan 9 April 2019 I\
H.w.ﬁa-_ Revisi : h /»
Tanggal Pergesahan
Disahkan oleh - 3 > inas P3APPKE
: : ,1%& Imantan Yengah,
2 A
| R _....
PEMERINTAH PROVINST KALIMANTAN TENGAH vy
DINAS P)4-Pan AN, PANGKUDUNG, M. Kes
DINAS PEMBERDAYVAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN midga Utagha M
KELUARGA BERENCANA NI 39634527 £99107'1 001
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Nama SOP 1A wiaisn Suvet Catl Fahunan, lrin

UV No.8 Tabua 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawalan sebagaimana dirubah dengas UU No. 43
Tahun 1999

2, PP No.24 Tahun 1576 Tenury Cutt Pegawal Neger| Sipil
3. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/58/1977 Tentang Permimtaan dan
Pembenan Cutl Pegawal Negert Sipll

4. Feraturan Gubernur Xaltmuntan Tengah Namor 37 Tabus 2016 Tentang Susunan, Tugas Pokok
dan Fungsi Serta Uralap Tugas Dinas Pemberdayazan Perampuan, Perlindungan Analk, Pecgendalian
Ponduduk dan Keluargs Berencana Provins! Kaltmantan Tengah

liice SOP ini tidek digalanican maka pelsksanaan keglatan selanjutnga akan techambat

1. Mengetahul dan memaharmi aturan kepegawalan tentang

2. Mengetabui dan memahami persyaratan cutd \

1. Dokumen Peraturan Kepegawnian

2. Formulis Permohonan Cutl
3 Data cuti pegawal
4. Peralatan Komputer

Buku keadal cutl pegawal




Brprein Dinas

" e e T




L UU NoB Tahas 1974 testang Pokok-Pokok Kepegrwacan sebagalmasy dirubah dengan IR) No, 43 Tahua 1959

Z PP No.24 Tahun 1976 Tostang Cuti Pegawal Negeri Sipd!

1. Surat Edararn Sadan Administrast Kepegawaan Negara Nomee 01 /SE/L1977 Tentang Permintass dan Pensberiaa Cutl
Pegowad Negori Sipd

4. Peraturan Guberpair Katmantan Tengah Noter 37 Tobun 2016 Tentang Sumoman, Tagas Pokok dan Furgs! Serts

Uralan Tugas Dinas Pemberdiayzasn Perempuan, Perindungan Anak, Pengeadatiaa Penduduk das Keluargs
Berencam Provins! Kallmantan Tengsh

T e e s

Itka SOF inl tedak Cljsdankan maks pelaksansan kegiatan sefanfutnya akin terham bat

4 Mengetahud das memahami persyaratas cstf

+ Dukumen Peraturas Kepegnwasn
2. Formelle Permohanss Cut

3 Duts cutl pegawal

4. Pevalatan Sampater

Bdecs reghator /kendall cuth pegawal

Nowar SCP 061.1/ 30 & /Sekre [DPIAPPKE
Tanggal Pemomatan 9 April 2019 \
Tanggal Revied ; \
Tanggal Pragesahan : |16 Apeil 2019 \
Disainkan aleh : —— Kopala PIAPPREB
- %ﬂ»@ﬁ_ h.
N\ v,
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH n.\ iy, ADM. TANGKU M.
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN . At “Bembing Madya
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA NI 19630524 194102 1 901
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Nama SOP ') Pembastan Surst Cuti Alasdn Penting
N v o
- b i ™

1. Mengetahui dan memaharni atursn cepegrwntse: tentang pemberian cutl PRS




[}

E

]




Namor SOP 061.1/30% /Sekre/DPIAPPKB
Tanggal Pembuatan 9 April 2019 Nﬂ
Tanggal Revisi 4
Tanggal Pengesaban 16 April 2019 K
Disahkan oleh \ﬂ\WJJY/XA ala bi AAPPKB
7 wiAM 5 Kgpala Pinas p
\\ & m.uli--#dmﬁsﬂ_ K§limantan Tengah,
PEMERINTAN PROVINS! KALIMANTAN TENGAH [ oy R Vo
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK (> &r. ADM. TAbicubDulic. M. &
| . . , M. Kes
DAN KELUARGA BERENCANA \ =\ Pembi amy Madya
R\ NIP. 19620837 199102 1 0m
P e —
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Nama SOP NSS4 Pembuatan Naghah Dinas/ SK

1. Permendagri No 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama atas Permendagri Nomor 3
Tahun 2AX5 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah

2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Susunan, Tugas
Pokok dan FungsiSerta Uralan Tugas Dinas Pemberdayasan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

fika SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan kegiatan selanjutnya akan terhambat

R —

Mengetahui dan memahami tata naskah dinas di Ungkunghin Pemerintah Provinst
Kalimantan Tengah

2. Mengetahui peraturan perundang-undangan terkait penyusunan tata naskah dinas

Dokumen Pedoman Tata Naskah Dinas

Buku register naskah dinas




Prosedur Pembuatan Naskah Dinas/ SK

FELAKSANA MUTUBAKU
No. KEGIATAN ot o
Kepala Dinas |Sekretarts / Kabid| Kast /Kasubliag | S gy | Nelengkapan | Waktu output

I |Menerima notz dinas dart Kepala Dines dan Disposisi Kepata Diras | 15menit | Dispostsi
mengarahkan Kasi /Kasubbag untuk menyusun A v. Kasi/Kasubbag
konsep Naskak dinas/SK

2 |Membust kunsep Naskah Dinas/SK Disposist Omenit | Konsep Sur:

Kass/Xasubbag Dinas/SK

3 [Mergeuk Surat Dinas/SK o Juﬂ Konsep Surat Dinas /SK | 30menit |Draft Surat Dinas/SK

4 |Memeriksa draft Sarat Dinas,/SX. [ika masih ada aoi ralt Surar Disas/SK Omenit |Draft Surat Dinas/SK
yang salah maka dikembaltkan kepada i, yang sudah diparaf
Pengodministrass Umum untub diperkaild, | \/ Kasi/Kasubbag
sudab benar maka diparal

5 |Memeriksa draft Surat Dinas /SK. Jiks masth ada Deaft Suest Dinas/SX Smenit |Dealt Sorat Dinas/SK
yang saksh dizemhallkan kepada Tidat yany sudah diparad vang sudah diparaf
Kasubbbl/Kasstibag untuk diperbaiks jika Kasi/Kasubbag Sekretarts/Kabbsd
sudah benar diparaf Ya

6 |Memeriksa draft Surat Dinas/SK. Jika masth ada Draft Surat Dinas /S Omenit |Draft Surat Dinas/SK
yang salah dikembalikan kepada Sekr=tarts yang sudah diparaf yang sudah
untuk diperbaiki, jika sadah benar Sekretarts/Kabbid ditandatangani
ditamdatangani v Kepals Dinas

7 |Membarikan nomor dan stompel pada Surat Draft Surat Dinas/! Smenit [Surat Dinas/SK
Dinas/SK dun mencatatnys dalam karty kendall | yang sudah

J dzandatangani Kepala
Dinas

8 |Menyampaidan Surast Dinas/SK kepaca yang Surat Dinas/SK Omenit |Surat Dinas/SK

o .




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Nomor SOP |061.1/ Lo® /Sekre/DPIAPPKB
Tanggal Pembuatan : [9 April 2019 N\
Tanggal Revisi : ~ /
Tangyal Pengesahan : |16 April 2019 — /

— —

Disahkan oleh | A an Pe

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Nama SOP

1. Permendagri No 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama atas Permendagri Nomor 3

Tahun 2005 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
2. Perwall No 8 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemcda
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Susunan, Tugas

Pokok dan Fungsi Serta Uralan Tugas Dinas Pemberdayaaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

Keterkaltan SOP

Jika SOP Inl tdak difalankan maka pelaksanaan kegiatan selanjutnya akan terhambat

1. Mengetahui dan memahami tata naskah dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan
tengah

2. Mengetahul peraturan perundang-undangan teckait pehyusunan tata naskah dinas

1. Dokumen Pedoman Tata Naskah Dinas

Buku register naskah dinas







Nomor SOP :|1061.1/ 204 /Sekre,/DP3APPKB
Tanggal Pembuatan : |9 April 2019 /\
Tanggal Revisi 3 N /
Tanggal 1»..&3»3: <116 April 2019 N /
Disahkan oleh
inas PIAPPKR
s Tengah,
_ /e .r\w“. /
i
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH __ * fﬂ,w_.l..tm
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, ,/,._ %\ Pey ]
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA mn.@/ NIP 2§ 636 :
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Nama SOP SIVTAN esgusunan SKP Eselon 11

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2016 Teatang Susunan, Tugas
Pokok dan Fungst Serta Uraian Tugas Dinas Pemberdayaaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Ponduduk dan Keluarga Berencana Provins: Kalimantan Tengah

[ika SOP Ini tidak dijalankan maka pelaksanaan kegiatan selanjutnya akan techambat

Mengetahul dan memahami Penyusunan SKP di Inghkupdgan Pemerintah Provinsi Kalimantan

—

tengah

. Mengetahui peraturan perundang-undangan terkait penyusunan SKP

g

1. Peralatan Komputer

2. Formulir SKP

Buku tanda terima SKP




Prosedur Penyusunan SKP Eselon 111

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Keterangan
Kasubbag/Kasl
Kepala Dinas Bidang/Sel = Pelaksana Kelengkapan | Waktu Output

1 Kepala Dinas Menyusun SKP kepala U Konsen SKP 1jam [SKP
bidang dan sekretaris -
Kepala Dinas menandatangani SKP

2 |dan menyerahkan kepada kepala SKP S Menlt |SKP
bidang/sekretariat untuk diketahui
Menggandakan dan

3 |mendokumentasikan SKP untuk arsip _ _1 wﬂn N.wu:m Sr”_ 5 Menit wﬁ ﬁ“w“o_u_-_.,
bidang/sekretariat fanga ” ga
Pengumpulan SKP untuk

4 |dikompilasikan pada Subbag Umum o ks ol 7 T o o
dan Kepegawaian g ga




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Nomor SOP 0611/ |0 /Sekre, DPIAPPKE

Tanggal Pembuatan 9 April 2019 ~

Tanggal Revisi N /

Tangzal Fengesahan 16 Apetl 2018 . | AY
ZINTAM g

Disahkan oleh

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

1. Peraturan Gubernar Kalimantss Tengsh Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Susunan, Tugas Pokok dan
Pangsi Serta Uralan Tugas Dinas Pemberdayasan Parempuan, Pedindungan Anak, Pengendaltan Penduduk
dan Xeluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

T A RN
PR g s e S

|tka SOP inl tidak difalankan maks pelaksanaan keglatan selanjutnys akan terhambat

1. Mengetahul dan memahami Penyusumen SKP di Nnglung emerintah Provinst Kalimastan tengah

2. Mongetahul peraturan perundang -undangan terksit peryusunan SKP

1. Peralatan Komputer

2. Farmubir SK?

Bukw tanda tertma SKP




Prosedur Penyusunan SKP Eselon IV

Pelaksana

Mutu Baku
v tan
e Nagn Sekretarls | pevos | Kasubbag/Kasi Kelengkapan | Waktu Output R

Sekretarial membuat INsrukst
kepada kepala bidang untuk U

1 menyusun SKP masing-masing dispostsi 5 Menit |disposisi
hidane
Kepala bidang/sekretaris menyusun \
SKP kepala seksi/Kasubbag dan

2 |menandatangani SKP, menyerahkan disposisi 1 Jam w“a. whﬂ.__m» Bg_
kepada kepala seksi/Kasubbag untuk tandatangan
diketahui
Menggandakan dan

3 |mendokumentasikan SKP untuk arsip e TS | ST e
bidang/sekretariat ga tandatangan
Pengumpulan SKP untuk

4 |dikompilasikan pada Subbag Umum SKP 5 Menit WMM ﬂnn telah
dan Kepegawaian ndatangani




SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Nomor SOP 061.1/ 512 /Sekre/DP3APPKE
I Tanggal Pembuatan 9 April 2019
Tanggal Revisi A
Tanggal Pergesahan 16 April 2019 1N
Disahkan oleh
AR 0% Kepala Dinhs PRRPPKB
Provinst Kalipantan Tengah,
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH o
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN - Wﬁu Mc . H.m »Nou
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 108308274991
-
Nama SOP nan SKP Pelaksana

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Susunan, Tugas
Pokok dan Fungsi Serta Uratan Tugas Dinas Pemberdayazan Perempuan, Perlindungas
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kallmantan Tengah

Jika SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan keglatan selanjutnya akan terhambat

tengah

"~

1. Peralatan Komputer
, Formulir SKP

r

Buku tanda terima SKP

. Mengetahul dan memahami Penyusitag SKP di Engkunga

., Mengetahul peraturan perundang-undangan terkail penyusunan SKP

emerintah Provinst Kalimantan




Prosedur Penyusunan SKP Pelaksana

No. Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Keterangan
Sekretaris | Kepala Bidang | Kasubbag/Kasi Pelaksana Kelengkapan Waktu Output
kepada kepala bidang untuk
3 menyusun SKP masing-masing Gepont St [diepasml
Kepala bidang membuat instruksi
2 |kepada masing-masing kepala seksi disposisi 5Ment |disposis
untuk menyusun SKP pelaksana
Kepala seksi/Kasubbag menyusun
SKP pelaksana dan menandatangani _ : SKP yang telah
3 |skp, diserahkan kepada pelaksana | S ljam | standatangani
Menggandakan dan
4 |mendokumentasikan SKP untuk arsip M“M .ﬁwa ﬁ.u_-.. 5 Menit M_-M ﬁuﬂ“
bidang/sekretariat A i
Pengumpulan SKP untuk
SKP yang tefah SKP yang telah
4 |dikompilasikan pada Subbag Umum ditand i 5 Menit ditanda i




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN




1. Peraturaan Meoter! Dalam Negeri No.SZ Tabun 2012 Tentang Standar Operasional Prosadur di
Lingkungan Pemerintah Provinst dak Kabupaten /Kota,

- Peraturaan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformas! Birokrasi No.35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Stasdar Operasional Prosedur Administrasi Pemesintah (SOF-AP)

3. Permendagni Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemetintah Daerah

[tha SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan kegistan selan|utnya akan terhambat/terkendala

Nomor SOP | |061.17 318 /Sekre/DPIAPPKR
anggal Pembuatan 9 Apdil 2019 N
Tanggal Revisi A
Tanggal Pengesaban 16 April 2019 | \
O Ty Yopala Dinas §3APPKB
inst Kalimartan Tehgah,
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH \\/f\ \ \
2 \\
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK .:.Vi..f GRUDUNG, M.
DAN KELUARGA BERENCANA A3 PIA 4pd Utaia Mfdya
- 30527 109162 1 fo1
g M
A" -
BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN Nama SOP Podgeiolaan Surat Masuk

P

L. Mengetahul dan memaham| tata naskah dinas di lingkungan Dinas F3A-PPKB Provinsi Kalimantan
Tengah
2. Mengetabul dan memaham| teatang tata kearsipan

3. Mengetahul tentang Jenis-jenis Arsip

. Dokumen Pedoman Tata Naskah Dinas
Z. Buku agends Surat Masuk

3. Lembar disposts)

Surat masuk terfebih dahulu diregister dalam buku agesda surat masuk




2 [Menerizss dan Maragster surst masuk dalam baku Surat Masuk, Lembar Despesist Kartu Surat Masuk
agrmada surst masesk Bulang Kualitas Hidup Kepan Dinas dan Buks Agends
Perem pian
3 _g_l‘kﬂﬁg‘!ﬁ.ﬂ.ﬂl«- Surse Maveh dan Lembar 0 menlt Lembar disposist, surat
Badang Kualitas Hidup Perempean Dispusisi Kepals Dicas nansk
4 [ Menindakdysjecd daposisl kepala Dinas Surat Masuk dan Lembee 10 mani Surat Masuk dan Lambar
Disposist Kepala Dinas Disposisi Xepaa Dinas
5 |Melskasoakan duposs spebila Kepals Didacy Surat Massk dan Lemabar 10 menit Sarat Masuk dan Lesstur
melalktanalcan Shgoes dan berkoordinas) dengan Disposist Kepala Dy Disposisi Kegala Dinas
krpale sekai ter el
Mulakukan kocrdines denges Kepala Bidang unos urat Mas;k, dispostsl Kepals 100 it Surar Masuk, dispesis
et nedadkclen juti Sapesist naw dan leniiar disped i Kabid Kepala Dinas €an sembar
disposan Kabid
Melsksazakan dapedsl can melaporiannya Surat Maeek, disposis! Hepala 10 meesit Surat Masuk. dispostsi
L.I.IFE Dinas, demnbar disposist Kadid Kepals Dinas  lembar
dan laporan dixposind Kabid dan




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Nomor SOP :|061.1/ 2y /Sekre/DP3APPKE

Tanggal Pembuatan 19 Aprll 2019

Tanggal Revisi K

Tanggal Pengesahan 16 Aprll 2019 /
-.!Mu”ty

Disahkan oleh “ AH p 5 Nepala Dihas 3

yiXsi Kaljmantan _ﬁmv

A
/U./,,
A3 PIARANRA W‘N es
2_1§h~ 1991 _Oc_

BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

N
Nama SOP i / AEH»PB go-nun Sught Keluar

1. Peraturaan Nerter! Dalam Negeri No.52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkangan Pemerintah Provinal dak Kabupaten /Kota.

2. Peraturaan Newterl Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi No.35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrast Pemerintzh (SOP-AP)

1 Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Ksarsipan di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeni dan Pemerintah Daerah

Jika SOP Inl tidak dialankan maka pelaksanaan keghatan selanjutnya akan terhambat

/’l\\\.

1. Mengetahut dan memahami tata naskah dinas & lingkurgan Dingd P3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah

2, Mengetahul dan memeham! teptang tata kearsipan

3. Mengetahul tentang |enls<enss Arsip

e

1. Dokumen Pedoman Tata Naskah Dinas
2. Buku Agenda Surat keluar
3. Lembar disposisi

Surat keluar teriebih dahwu diregister dalam buky agends suras keluar




Dinas dae telah
direghster dee i cap

PELAKSANA MUTU BAKU
KEGIATAN
Kepala Dinas Kepala Bidang Kepala Soks! Stal/Péaksena Kelenghapan Wik Output
Merumushan konsep surat keluar biding Kusditas Kongep surat keluar 5 nenit Rummsan koosep surat
Hidup Ferampusn A v koeluae
Membast Konsep Surat Keluae Bidang Kualitas Famusas konsep surat 5 meénit Koosep surst keluar
Hidup Perempuan yang kemudian dteruskan ke kedsar
| staf/pelaksana antuk @ ketik > i [
F 3

3 |Memeriksa drak surat keluar , [ tdak sesual Tidak deal surst kebasr yang $0menit draf swrat keluar yang
dikembalikan kepads staf/pelaksana untuk sudah diketik sodah diperbuaiki
diperhaiki, Jika Sesual maka diparal dan
dicampaikan kepads Kepala Bidang untuk i \ =
mendapa persetajusn

4 |[Memericsa dralt gerat ebaar | Jlla tidak sesual draf surat keduar yang 10meniz draf surat keluse yaog
dikembalikan kepada Kepala Seks ustuk Ya sudad diperbaikl sudah dipecbati
diperbaiki, lika Sesual maka déparaf dan
disampalican kepads Ko pala Dinas weindk ooendupat T¢at
Jnecsatuiian

$  |Memeriksa dral ssrat kebsar | jlla tidak sesal draf surant keharyang | 10 menit Surat keluar yang wlah
dikembalikan kepads Kepala Bidang wntuk Ya sudak diperbaild ditaadatangani kepala
diperbaiki, Jika Sesual maka ditandatangand oles Dias dan telsh diregister
Kegals Dinas dam c cap stomped Dinas
Surat kelaar yang sudah ditandazangan) oled hepala Surat keluar yang telah | 10menit Surat keluar yang telah
imas & embalficam kemball ke bidang untuk duandacangan! kepaia dicandarangsat kepala
ditakukan register dan pemberian cap steespel Denas Dizas dan telah diregister
Diras | dan &l cap stempel Dinas

7 [Surot kebuar yang telah di register dan cap stompel Surwt keluar yang telah | 10 menit Surat keluar stap antek
kemudian dikirimian ke alamst yang hendak ditujo ditandaangani kepala dikirim




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Nomor SOP {061.1/ 373 /Sekre/DP3AFPKB

[Tanggal Pembuatan | : |2 April 2019

Tanggal Revisi Fa
[Tanggal Pengesahan | : |16 April 2019 \ /

ar 5 Kepala Dinag P3

Disahkan oleh PKB

ntan Fengah,

BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

Nama SOP

1. Peraturaan Menteri Dalam Negeri No,52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dak Kabupaten /Kota,

2. Peraturaan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi No.35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

3. Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Kelerkaitan SOP

[ika SOP inl tidak dijalankan maka pelaksanaan kegiatan selanjutaya akan

I ——

1. Mengetahui dan memahami tata naskah dinas di lingkungan Dinas P3A-PPKB Provinsi
Kalimantan Tengah
2, Mengetahul dasar penugasan pegawai

1. Dokumen Pedoman Tata Naskah Dinas

2, Permohonan Surat Tugas

3. Surat Undangan/Permintaan

4 DPA-SKPD Dinas P3A-PPKB Provingi Kalimantan Tengah

Dicatat dan dirckam secara manual dan elektronik




PELANSANA

Kepals Dinas Kepals Hidang Kepala Seksd

sab ol e baSiean ey nda pembant

Tikak
konsep ustuk diperbaiks, pka sudah benar Tk a
< Se—

4 Memeriss draft Sarat Tages. [Tka manch ada

salad ¢iteribalikan kepada Kepal Seksi| Tidek lvA/L

unti digrernalic, (( sudal benar diparad

6 |Memberikan aoter dan stempel Strat togas
dun mencatatnys dalam karty kendall

Sat/Pelaksana Kelengiapan Wakin
Dtsponisl Hepals Dinas | 10 ment |Permobonan Surat

tagas Bidang Kualitss Midup Perenpuan Ulll VUndangan Cagas
2 _igrﬁi;g Permobonsa Sarst Smunk |Konwep Surat Tuges
ke etal/pelaksana entuk dikecic ﬂl (tugas
[Xansep Surat Toges S mewic  [Dvalt Seret tuges yang
R Surat tuges yang | 5 menit | Drad Ssrat togas yang

Surmttgas yang | Sewnit | Draft Surat tigas yany



Nemor SOP :|061.3/3|Q /Sekre/DPIAPPKD
Tangga! Pernbuatan {9 April 2019 ~
Tanggal Revis) M
Tangga! Pengesahan (|16 >u§ /
Disahkan oleh : \u WET T Repala | s.,a_, PPKB
s \'f Peowving Kalimanta ._.255
PEMERINTAH PROVINST KALIMANTAN TENGAH 3, A
1? >=1 TANGKURUNG, M
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN Pénibjn :SB .::,
KELUARGA BERENCANA \—\ 196308271 _cu 001
N 4/.4\.1|
BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN Nama SOP - : WKQ “h:g Hidup Perempuan

Peratursan Mentert Dalam Negeri No.52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintah Provins! dak Kabapaten /Kota

2. Peraturaan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrast No.35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP-AP)

3. Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemenintzh Dagrah

fika SOP ind tidak dijalankan maka pelaksanaan keglatan selanjutnya akan terhambat

1. Mengetahul dan memahami proses melaksanakan keglatan Bighng Kualitas Hidup Perempuan

1, DPA-SKPD Dinas P3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tesgah

2, Buku agenda sarat keluar

Keranghka Acuan Kegiatan Bidang Kualitas Hidup Perempuan
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FEMERINTAH FROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

Nomar SOP :[061.1/ 314 /Sekee/DPIAPPKE

[Tanggal Pembastan |9 Apeil 2019 \

[ Tanggal Rovisi : ]\
Tanggal Pengesahan : |16 April 2019 I3
Disalikain oleh

. .\mw.atm._x p Xepala Dings PIARPKE
e qvihiss Waligantan Tengah,
,. & ./
._- o \ \
_. 4
;L INAS DY SO, TARG G, M. Kés
f_ _yOy_ o —Pembiea YtamaMadya
W) NIP. 19630528 199102 140
AN AN y y

BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

| Proséon verminzan Narasumber unydk Keglatan Hidang Kualitas
. Sl Hidup Pe n

L Peraturaan Menter) Dalam Negeri Ko.52 Tabun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemeriotah Provingt dak Ksbupaten /Kota

2 Peratarasn Mesteri Pendayagunsss Aprutur Negara dan Reformsasi Birokrasi No.35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pecyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP-AP)

3 Permendagri Nomor 78 Tatun
Pemerintah Daerah

R O AN

2012 Tentang Tata Kearsipao 3 Lingkungan Kementerian Dalam Negeridan

L Mengetahiul dan memabami proses permietaan Narasumber wuntak kgbistan Bidang Kualitas Hidup
Pereenpuan

e —

DPA-SKPD Dinas PIA-PPKS Provins! Kallmantas Tengsh

2 Hudn agenda surat kebuar

S S R s S TR

ik dilaksanokan ., Proses pelaksansan Keglatan pada Bidang Kualitas Hudup Perempuan tidak akan bergalan
[sesual adwal yang ditentulan

Xerangha Aown Keglatan Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Duku Agenda Bidang Kaslitas Hidup
Persenpaan
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Nomer SOF 061.1/310 /Sokre/DP3APPKE
[Tanggal Pembuatan 9 Apra 2019
[Tangeal Revist : /
Tanggal Pengesahan : |16 Apreil 2019 ﬁ
Disabkan oleh 1
— s P3APPKE
O frantan {engsh,
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAM > 2
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA % . - NG, M
BERENCANA ha Ulamd Madya
52799102 1 i
r r Po Peserta Kegla idang Kualitas Hidup
N3 5 .
BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN Nama SOP 4 ?.ﬂ?f\\\ Perempuan

L Peraturaan Menterf Dalam Negert No.52 Taben 2011 Tentamg Standar Operagionsl Prosedur di Linghkungan
Pemermmtah Provinsi dak Kabupaten /Kota,

2. Peraturaan Menteri Peadayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birelorast No.35 Tahen 2012 teatang Pedoman
Penyusunan Standar Operasionat Prosedur Administrast Pomserintah (SOP-AP)

3 Permendagrt Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di Lisgkungan Kementerdan Dalam Negeri dan
Pemerintah Dagral

Bila tidak didaksamakan , Proses pelaksannen Kegiatan pada
sesunl [adwal yang ditentakan

Bidang Kuaitas Hidup Perempuan tidak skan berfalan

Perempuan

L. DFA-SKPD Dinas F3A- PPKB Prov. Kalteng

-

L. Buku agenda surar kelusr

L Mengetahul dan memahami proses pemangpiken peserta antuk kegiatan bidang Kuslitas Hidup

Bidang Kualitas Hidap




PELAXIAKA WUTY BARN
Mo KEGIATAN
Kepats Dinas Kopaa Rty Kamdts) Prusta Retrnghagan Wakin Dutpat
XM . 15 s [Dhpnin
T pasied i 4 medy wograta batang Kaahras Hidey A v Kegatar Foduryg
Perempaan Hitg Peresipean
10 2P PPEI. Aesces e [OFA SO DP3A P,
_ “ X Pvrgg Kuaktan Hiday Arexara Vepatan Blasy
A dases) dan W rtas Hidep Perampusn
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BIDANG DATA DAN INFORMASI




Nomeor SOP 061.1/ B3 /Sekre/DPIAPPKB
anggal Pembuatan : 49 April 2019
Tangga: Revisi
Targea! Pergesahan 16 Aoril 2019
Disahkan oleh Cenads D p «B
epala Di K¥
\ﬂ\ﬂhﬂ.ﬁfvﬂa\;t Kalindantsh Tengah,
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH \ 2
&
o,
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK. PENGENDALIAN PENDUDUK i,
DAN KELUARGA BERENCANA e .>\Sz.¢ yma &a
o~ _Xw\c 19940210
.
BIDANG DATA DAN INFORMASI Nama SOP /$ \baro laui Surat z%_.r
A

Peraturaan Menter| Dalam Negeri No.52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di
Lirgkungan Pemerintah Provissi dak Kabupaten /Xota.

2. Peraturaan Menter! Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Blrokrast No.35 Tahun 2012
teptang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Perserintah (507-AP)

3. Permendagr Nomor 78 Tabun 2012
Negerl dan Pemerintah Daerah

Tentang Tata Kearsipan di Linglungan Kementerian Dalam

2 SOP ini tidak dijalankan mala pelalsasaun kegatan selanjutnya akan terkambat fterkendsla

L. Méngetaaul dan memahami tata naskah dinas df linglungan Dinas P
Tengan
2. Mengetahui dan memahami tentang tata kearsipan

3. Mengetahul tentang Jenis-jenis Arsip

1. Dokunten Pedoman Tata Naskah Dinas
2. Buku agenda Surat Masule

3. Lembar disposisi

Surat masuk terleblh dahulu diregister dalam buky agenda surat masuk

-PPKB Provinsi Kalimantan




KEGLATAN

Kepala Bidang

2 [Menerima dun Menegister swrs massk clalam buku

agenda surst mavik Bidang Daa dan Infurmas|

Surw: Masok, Lesshar Disposisl
Kepala Dinas dan Buke Agends

A [Menerusian lembar dispostsl furat masuk ke Kepala

Bidang Data dan Informsast

Disposist Kepala Dimas

Serat Masuk das Leosdar 1

4 |Menindaklanjull disposisi kepafa Dty

Disgusist Kepaa Dinas

Surwt Masak dan Lembar 1

5 zug-alili-!l

irgagggi
epala sekod terkait

Dispostsl Kepals Dinax

Surat Masek dan Lembar o

6 |Meldosian koordinasl deagan Kepats Bidang untak

menindakianjut dspocisi

Demas dan lemibar disposisl Kabded

Surat Masuk. dipests Kepau | 10

7 Melaksanakar disposist Zan m=aparcinrya ke

{kepala dinas

E.;ﬂig

dan laperan

Sorat Masuk disposte Kepala | 10




Nomor SOP I-[061.1, % 2%/ Sekre/DPIAFPKE
Tangzal Pembuatan {219 April 2019 \
Tanggal Revisi B ,/
Tanggsl Pengesahan : |16 April 2019 /
Dasahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
BIDANG DATA DAN INFORMASI Nama SOP

1. Peraturaan Meoteri Dalam Negerl No.S2 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintah Provinsi dak Kabupsten /Kota

- Mengetahul dan memahami tata paskah dinas di lingkungan Dinas PFA-PPKB Provinsi Kalimantan Tengan

2. Peraturaan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformast Birokrasi No.35 Tahun 2012 Z Mengetahui dan memebami tentang tata kearsipan
tentang Pedoman Penyusunan Stantar Operasional Prosedur Administrasl Pernerinth (SOP-AF)

3. Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 Temang Teta Kearsipan di Linglungan Kementersan Dalam 3. Mengetahui tentang Jenis-jenils Arsip
Negeri dan Pemerintah Daerah

Dokumen Pedoman Tata Naskah Dinas

2. Buku Agenda Surat kelwar
3. Lembar disposis

Surat kelvar teriebib dahulu diregister dalam buku agenda surat keluar

|ika SOF inl tidak dijalanian maka pelaksanasn kegiatan selanjatnya alan terhambat




Prosedur Peagelolaan Surat Kelwar
PELAKSANA MUTU RAKU
KEGIATAN Keterangan
Kepals Dipas Kepata Bidang Kepada Seks! Saf/Pelaksana Kelenghapan Wkt Output
Meramusian kansep surat keluar Bidang Data dan Konsep surat keluar S memit Rumusan Konsep surat
Informas: A v keluar
ermbuat Kossep Surat Keluar Bldang Daga dan Rumusan komsep surat S menit Konsep sarat keluar
nformast yang kesnadian diterashse ke eloar
szl /pelaksana untuk o etk
|
3 [Memertkss draft sarat koaluwar , jlka tidak seswal Tdak dral surat kedaie yang 10menit draf suras kelgar yarg
dikemhalisan kepada staf /pelabsana sniek sudah dikeslk suclnh diperbatki
diperbalky, Jika Sesual maks diparaf dan
disampalican kepads Kegala Bidany wwtuk e, \ %
mendapat persstajuan
4 [Memoriiss drah surat keluar | Jlla ddak sesual draf surat kelsar yang | 10menit dral surat keluar yang
dikembalikan kepuda Kepala Seksi untuk n sadah diperbaikl sudah diperhaiks
diperbaski, Jika Sesusl maka diparaf dan
disampalian kepada Kepala Dinas untuk serdapst Tidak
[ 5 [Memerikss drak surat keluar , Jika tidak sesaal drafsurat keluar yang | 10mendt | Surat kelust yang telah
dikembalikan kepada Kepala Bldang untuk Yo sudah diperbaild ditandatazgani kepala
diperbatii, Jika Sevus meaka ditandstangani oleh Dinas dan telabs diregister
Kepala Diess dun di cap stempet Dinas
&  [Surat keluar yag sudah dicandatangani cleh kepala Surat keluar yarg telah | 10 mwndt Surst keluar yang telad
Dinas di kembatikan kembalf ke bidang untuk ditandatangaad kepala ditandatangani kepala
dilaloakan register dan pemberian cap stomgpel Dinas Dinss dan telah diregister
Dimas dan di cap stempe! Dinas
7 |Sueat keluar yang telah di register dan cag stempel Surast keduar yaeg telah | 10 menit Surat keluar stap untuk
kemudian dikirimbcan ke alamat vaeg hendak ditsgu ditandatangand kepala dekdrim
Dérs dam telah
diregister dan di cap
—h (e




Nomor SOP :061.1/ MA5/Sekre/DPIAFPKB
[Tanggal Pembuatan | : |9 April 2019

Tanggal Revisi : X
Tanggal Pengesshan | : |16 April 2019 \
AN | KepjlaDindk PIAPPKB
77 I AH b/\.J “\Proving Kalim:
\ P
PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN TENGAH \wcz

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN

tan Tepgah,
\
*rU_?bmﬁ A.Dp s ANGRUD M. Kes
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA . | “Pmlina Yramg'Madya
£\ Rap/A9650627 196102 1 001

- e
BIDANG DATA DAN INFORMASI Nama SOP : /Ay&c\%ﬂwﬁg wnz. Tugas
o ad) Ny & .\\.
R ——————
1. Peraturaan Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2011 Teatang Standar Operasional 1. Mengetahul dan memahami tata naskah dinas di lingk n Dinas P3A-PPKB Provinsi
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dak Kabupaten /Kota. Kalimantan Tengah

2. Peraturaan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi No.35 Tahun 2. Mengetahul dasar penugasan pegawai
2012 temtang Pedoman Penyusuman Standar Operasional Prosedur Administrisi

3. Permendagri Nomor 7€ Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Dacrah

I L

1. Dokumen Pedoman Tata Naskah Dinas
2. Permohonan Surat Tugas

3. Surat Undangan/Permintaan
4 DPA-SKPD Dinas P3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah

|ika SOP inl tidak dijalankan maka pelaksanaan kegiatan selanjutnya akan Dicatat dan direkam secara manual dan elektronik







Nomor SOF -1061.1 /2,3 /Sekre /DPIAPPKES
4 ~ Tanggal Pembuatan 19 April 2014 >
Tanggal Revisi ! A
Tanggal Pengesahan :|16 Apri 2019 \
Msahkan oleh $ J_:B P3APPKB
1t ¥ ﬁ.5:::_ (Tengah,
//
PEMERINTAH PROVINST KALIMANTAN TENGAH \
_ D..-b E. . Kes
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN | <l T i a Mad
KELUARGA BERENCANA L=\ NIP 176305%2199102A 001
,r \* ' 4 ") ]
BIDANG DATA DAN INFORMASI Nama SOP §E !E\ﬁ Duta dan Informasi
SN

+ Peraturaan Meateri Dalkam Negeri No.52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di
Linghurgan Pemerintah Provinsi dak Kabupaten /Kota

4, Peraturaan Menteri Pendayagunasn Apratur Negara dan Reformasi Birokrast No.35 Tahun 2012
tentang Pedaman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP-AP)

3. Permendagn Nomor 7€ Tahwn 2012 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah

s ==
e T e—

Jika SOF inf ticak dijalankan maka pelaksanaan kegiatan selanfutmya akan terhamhbat

1, Mengetahul dan memahami proses melaksanakan keglatan Rida i Data dan Informasi

1. DPA-SKPD Dinas P3A-FPKB Provins! Kaltmantan Tengah
2. Buku sgenda surat keluar

Kerangka Acuan Keglatan Bidang Data dan Informasl
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[Fomar sor : J061.1/ 85 Sekcre DPAAPPRE
Tirgyal Permbuntan : {9 April 2019 N
Targgal Revisl [\
Tacggal Pongesahan : {16 Apeil 2019 \
Disahkan oleh
Kopala Dinag PIAPPKE
ﬁzz,q) i Kalimantan Tegah,
PEMERINTAH PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 8o /
& A
DINAS FEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA L >D:./ “0) DU )
» O‘&hm P % a Mbdya
5527 169202 1 0

BIDANG DATA DAN INFORMASI

Pemecistsh Daerah
4 DPA-SKPD Nomor: !

Bila tidak dlaksanakan , Proses pelaksanasn Kegiatan pada Bidang Data dan Informasi tdak akan berjalan sesual

Jadwal yang derentukan

L. Peraturaas Mentert Dalam Negerl No.52 Tahun 2011 Teatuog Standar Operastanal Prosedur & Linghungas
Pemerintah Proviasi dak Kabupaten /Kota

2. Peratumaan Monteri Pendayagunsan Apraber Negara dan Reformasd Birokrasi No.35 Tabun 2012 tentung
Pedoman Pesyusuman Standar Operassonal Prosedur Admisistrasi Pemerintah (SOP-AP)

A Permecdagri Nomar 78 Tahun 2012 Tentang Tam Kearsipan di Linglosngan Kementerian Dalam Negerd das

paks Dinas FIA-PPKE Provinst Kalimantan Tengsh

/DPA-SKPD/2017 Tanggal

2 Buku agends surat keluar

1. DPA-SKPD Dinas P3A-PPKB Provinst Kalimantan Tengah

I Mengetahui dan memahami proses pesmintsan Narasumber untuk kegia idang Data dan Informass

Nerargia Acuan Keglatan Bidang Datadas Informasd dan Buku Agenda Hidang Data dan Informasi
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BERENCANA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

Noxor SOP 061.1/ gﬁtci.u%vﬁ_

Targgal Pembuatan 9 April 2019

E_ Hevis| : [\
Tanggal Fengesaban - 116 April 2019 | Y
Disahkan oleh

BIDANG DATA DAN INFORMAST

Nama S0P

Pemerintah Provinsi dak Ksbupaten /Kota

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemesintah {(SOPF-AP)

Bila udak dilaksanakan | Proses pelaksanaan Keglatan pada Bidarg Data dan Informasi ti
jadwal yang diventukan

Peraturaan Menter] Dalatm Neger{ No 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operagional Prosedur i Lingkungan

2. Peratucaan Menterf Pendaysgunaan Apratur Negara dan Reformas! Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

3 Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di Unghungan Kementerian Dalam Negert dan
Pemerintah Daerah

¢ adan berjalan sesual

1. Mengetabui dan memahamt proses pemanggilan peserta untulg atan bidang Data dan Informasi

L DPA-SKPD Dinas P3A- PPXE Prov. Kalteng
2. Buky agenda surat keduar

Kerangks Acuan Kegiatan Bidang Data dan Informusi dan Buku Agenda Bidanyg Data dan Informas!
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PEMERINTAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Nomor 507 -[0611/ Jgel/Sekre/DPIAPPRE

| Tanggal Pembuatan : 19 April 2019

HE_ Rewist 2 M
Tanggal Pengesahan : {16 April 2019 \
Disabkan oleh ¥

BIDANG DATA DAN INFORMAS!

Numa SOP

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan
Uralan Tugas Badan Pemberdayaan Perempuoan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan
Keluarga Berencana Provinsi Kallmantan Tengah

2, Peraturan Menteri PP Nomor 06 Tahun 2009 rentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak.

3. Instruksi Cubenur Kalimantan Tengah Nomor : 188,54 /13/2011
tentang Pengumpulan Data dan Informasi Terpilah Pengarusutamaan Gender dan Anak

Apabila Progres ketja kegiatan/program tidak tercapal maka dapat berpengaruh terhadap pelaporan

L. Mampu mengoperasikan kamputer

2. Mampu memberikan penjelasan tentang data gender dan anak, Kependudukan dan KB

3. Memiliki Pengetahuan terkalt Data Terpilah Gender dan Anak, Kependudukan dan KB

i

1. Komputer/ Printer
2. DPASKPD

Dokumentasi Laporan Keglatan /Program




Surat terkait Dats, ndangan, Edsran, Surst Keputesan,

jﬁggs‘g
N Keogtatun
Kepala Bidasg | Kepala Seksé Stal/Petaksansy Kelengkapas Walay utput
Terkait Bidang Dacs den Informast Penyusunan Progran |1 Jam Disposisi
1 Menerima Surat Disposit dart Kepads Keghatan Data Gender dam Amak DEA Bideng, Surwt
Dinas PAA PPRE U T%Ecggrig
| Terkar Bldang Duta dan baformast Penyusisen Program |1 jam Perugasas dart Kadi
Halld M fak Lanjuts L M”Bgom"&a.n!!‘ro;ﬂ”ﬁnﬁl Konsep, Paraf
Penugyun bisnyg
”_F Terbait Bidang Daca das Infurraasl Penyusunan Prograr [10 menlt | Dispostsl Penugasan,
S‘:ggggg»!&!‘nﬁl. Paref
Kabtd Mendispreisilan kepada Kan at berkasit Diata, Undangan, Bdaran, Sarat Keputusan,
eriait Hidang PASTXA Peryusenan Program Kegistan, |1 han Pereagrsin. Konsen,
Kasi Menindaklanpst daposisi secars KUA, PPAS, DPA Ridung, Ssrat - Surat techit Anak, Paral
lanigsang Usangas, Edarun, Syrat Keputusan, Penugasan hinnya
Terkax Bidang Duts dan [aformas! Pesyusiesn Program | 1 hart Pencatatan Dolimes
x&l—ugi!igﬁu‘svi. Masuk das Keluar,
§ |Kasi Menuyaskan pada Staf Surac terkalt Data, Undasgas, Bdaran, Sarat Keputusan, Konsep, Telaahas Saad,
Penagean innya Penugasas, Parsf
Terkajt Bldarg Data dan Infurmen| Penyusunan Progras |3 hari Dukurmmn Laperan
Hegatam Data Gender den Asak DPA Bidarg, Sarat - Polakssmaan
Laporan Pelaksanaan Swrut teckn® Data, Undangan, Edaran, Surat Keprtusan,
Fenugasan leeoryn
Terkad: 2idany Dats dan Irformast Penyusanan Program |1 hart Bokacven / Bokn
Pengarsipas Bukt Fisik Doleamen- Keglatan Data Gender dan Anak DPABsang Surae- | [Pisik Kegiatan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK




Nomur SOP : [061.1) %3 /Selae /OPIAFPEE
Tanggal Pembuatan : 19 April 2019 &
x._.._lsmu_ Revist N /
Tanggal Pengesanan : [16Api20te="n [\
Disahkam ofeh : \wxﬂ =S N,
0 ié as PAAPPKE
\_,.p /4 Provinsi Kalmantad Tongah,
- \is <..
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH * _hq.l».” P I
2 TVA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK _,Nw dr. ADMCT. UNG/M. Kes
DAN KELUARGA BERENCANA \ O\ Fem Myfidya
Ny : 99142 1 001
//A\%#n‘.. AL 0
BIDANG FERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK Nama SOP ; e e &_f Masuk

Lingkungan Pemerintah Provinad dak Kabupaten /Kota.

1. Peratursan Menteri Dalam Negeri No.S52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di

2. Peraturaan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi No.35 Tahun 2012
tentang Pedoman Peayusuran Standar Operasional Prosedur Administrast Permerintah (SOP-AF)

3. Fermendagri Nomor 78 Tabun 2012 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Dasrah

[k SO Imi tidak dijalankan maia pefaksanaan keylatan selanjutnya akan terhambat frerkendala

1. Mengetahul dan memahami tata naskah dinas di Meghangan Dighs P3A-PPKB Provinsi Kalimantan
Tengah

4. Mengetahul dan memaham tentang tata kearsipan

3. Mengetabud tentang fenis-jends Arsip

1. Dokumen Pedoman Tata Naskah Dinas
2. Buku agenda Surat Masuk

3. Lembar disposisi

Surat masuk terlebih dabulu diregister daiam buku agenda surat masuk
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Peraturaan Mentori Dalam Negeri No.52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Presedur di
Linglungan Pemerintah Provinst dak Kabupates /Kota,

2. Peraturaan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi No.35 Tahus 2012
tentang Pedotman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah {SOP-AP)

3. Permendagrt Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementersan Dalam
Negeri dan Petseningah Dasrah

Jikca SOF ini tidak dijalankan maka pelaksanaan keglatan selanjutaya akan terhambat

1. Mengetabui dan memahaeni tata naskah dinas df lingkuigan Dinfis PIA-PPKE Pravinst Kalsmantan Tengah

. Mengetahul dan memehami tentang tata kearsipan

3. Mengetahui tentang Jenis-jenls Arsip

- Dolcumen Pedoman Tata Naskah Dinas

2. Buku Agenda Suret keluar
3, Lembar disposisi

Surst kelaar terlebih dahulu diregister datam buku agends surat kebuar
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1. Peraturaan Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsl dak Kabupaten /Kota,

2. Peraturaan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformast Blrokrasi No.35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

3, Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

[lka SOF ind tidak dijalarkan maka pelaksanaan keglatan selanjutnys akan

1. Mengetahul dan memahami tata naskah dinas di Iingkun
Kalimantan Tengah

2. Mengetahul dasar penugasan pegawal

Dinas PIA-PPKB Provinsi

1. Dokumen Pedoman Tata Naskah Dinas

2. Permobonan Surat Tugas

3. Surat Undangan /Permintaan

4 DPA-SKPD Dinas P3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Dicatat dan direkam secars manual dan elektronik
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. Peraturaan Menteri Dalam Negeri No52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintah Provinst dak Kabupaten /Kota,

Z. Peraturaan Menteri Penclayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrast No.35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusanan Standar Operastunal Prasedur Administrasi Pemerintah (SOP-AP)

3. Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan df Linglkungan Kesnenterian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah
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[ia SOP ini tidak dijalankan maka pelaksannan kegiatan seanjurnya akan tevhambat

Amak

L. DPA-SKPD Dinas PIA-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah
2. Buku agenda surat keluar

Kerangia Acuan Kegiatan Bidang Data dan Informasi

L Meagetabui dun memahami proses melaksanakan kegatan Bidahg Perlindungan dan Pemenushan Hak
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. Peraturaan Monteri Datam Negert No.52 Tahun 2011 Tentang Standar Operaxional Prosedur di Uingkungan
Pemerintah Proviesi dak Kabupasen /Kot

£ Feraturaan Menteri Pendayagunsan Apeatur Negara das Reformasi Birokrasi No.35 Tahen 2012 tentang

Pedoman Pesyusunan Standar Operasionsl Prosedir Administrasi Pemerintah {SOP-AP)

1. Permendagn Nomor 78 Tabun 2012 Teatang Taca Kearsipan di Linglasrgan Kementerian Dalam Negert dan
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Bila tidak dilaksanakan , Proses pelabsanaan Kegjatan pada Bidang Perlindangan Jdan Pemenahan Mak Anak udak
skan berjulas sesuad ladwal yong ditentukan

Femenshan Hak Anak

2. Byky agends surat ketuar

1 Mengecahui dan momohami proses permuntaan Narnsumber untuk

tan Bidang Perlindungan dan

L. DPA-SKPD Dinas P3A-PPIB Proviest Kalimantan Tengah

Kerangha Acuaz Keglatan Bidang Perfindungan dan Pesneriutian Hak Anak dan Suky Agenida Bidang
Purlimdungan dan Pemenuban Hak Amak
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L. Peratursan Mewier. Dalam Negeri No.52 Tabun 2011 Teatang Stander Operasional Prosedur di Lingkuagan
Pemerintah Provins dak Kabupaten /Xota

2, Peraturaan Mener: Perdayaguisan Apestur Negars dan Reformast Birokrast No.35 Tahun 2012 tentasg Pedoman
Penyusupan Stindar Operasional Prosedur Allministrast Pemerintah {SOP-AP)

3 Permondagri Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di Lingkurgan Kementerian Dalam Negerd dan
Femerintah Daesah

Bila tidak dilaksanakan , Proses pelaksansan Keglatan p
berjalan sesuai jadwal yang ditentakan

Bidang Perlmdungan dan Pemenchan Hak Anak tf

1. Mengetahet dan memabami proses pemanggilan peserta untuk keglatan bidang Perlindungan dan
Pemenuban Hak Anak

1. DFA-SKPD Dinas P3A- PPKH Prov. Kalteng

2. Buku agenda surat keluar

Rerangka Acwan Keglatan Hidang Pertindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Buloa Agends Bidang
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
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- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas 1. Memiliki Pengetahuan tentang Penyelenggaraan Kegiatan dalam
Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan. Perdindungan Pemenuhan Hak Anak
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

2. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang 2. Memahami mengenai Kegiatan terkait Pemenuhan Hak Anak
3. Memiliki Pengetahuan terkait Pemenuhan Hak Arak (PHA)

i

1. Komputer/ Printer
2. DPASKPD

Dokumentasi Laporan Kegiatan/Program

Laporan Kegiatan/Program

Apabila Progres kerja kegiatan/program tidak tercapal maka dapat berpengaruh terhadap
pelaporan kinerja SKPD
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Laporan Kegiatan /Program

Apabila Progres kerja kegiatan /program tidak tercapai maka dapat berpengaruh terhadap
pelaporan kinerja SKPD

Hak Anak melalul Foram Anak Provinsi

1. Komputer; Printer
2. DPASKPD

Dokumentasi Laporan Kegiatan/Program

1. Memiliki Pengetahuan tentang Penyelenggaraan Kegiatan dalam

nnys dengan Pemenuhan

2 Memahami mengenai Kegiatan terkait PemenuhanHak Anak
3 Memilili Pengetahuan terkalt Pemenuhan Hak Angk (PHA)
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&
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Q :
T DINAS P14mADM. TANGKYDUNG, M/Kes
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN Pembinalltdma Mad
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BIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK Nama SOP : 7 7 Reglatan Rakornas _a‘\a Anak Nasional

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas
Pokok dan Fungsi serta Uralan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

2. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang

v s ————————

Laporan Kegiatan/Program

Apabila Progres kerja keglatan/program tidak tercapal maka dapat berpengaruh terhadap
pelaporan kinerja SKPD

1. Memiliki Pengetabuan tentang Penyelenggaraan Kegatan dgélam kaitannya dengan Pemenuhan
Hak Anak melalul Forum Anak Nasional

2. Memahami mengenal Kegiatan terkait Pemenuban Hiak Anak
3, Memiliki Pengetahuan terkait Pemenuhan Hak Anak [PHA)

1. Komputer/ Printer
2. DPA SKPD

T T S S B S S|

Dokumentasi Laporan Keglatan/Program




That | Dobussss Doty D Ak

ratast Suret Sandrreart ke Kevnrsserian IF PA BI e ll..l_rnlslllclll
[t Duta Aok Kalirag.
ﬁ! ™ % Ferure Azak Vawherud yang
mabeh Aramdat g
%i
[Py ey —— G T g [y —T—e—
& Wergros Serm Lealanes
Aarynon | | Mot v fiwnrm A
¥ [ Negapredchan Pewn PAebs e Bot) Pen g s Dokt | 30 s Tln"l
[Homasatan e g Rabrrran Forve Awh
J‘rllv [y Forum Assh ol Lo
’ _lt.lll-&l!llllt.l-lp[ All..lllrlln I Ay




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINS| KALIMANTAN TENGAH

BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA




Nomaor SOP 061.1/ 353 /Sekre/DPIAPPKE

Eu_ Pembuatan : |9 April 2019
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Tanggal Efekt:f : 116 April 2019
Disahlan oleh :

PEMERINTAH PROVINST KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA Nama SOP

1. Peraturaan Menteri Dalam Negert No.52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur 1. Mengetahul dan memahami tata saskah dinis dl Ungkungan Dipls P3A-PPKB Provinsi

di Lingkungan Pemerintah Provinsl dak Kabupaten /Kota Kalimantan Tengah

2. Peraturaan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi No.35 Tahun 2. Mengetahui dan memehami tentang tata kearsipan \
2012 tentarg Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prasedur Administrasi Pemerintah

1. Permendagrl Nomor 78 Tahun 2012 Teatang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian 3. Mengetahul tentang Jenis-jenis Arsip \

Dalim Negeri dan Pemerintah Daerah

Dokumen Pedoman Tata Naskah Dinas

. Kepala Seksi Perlindungan Perempuan
2. Kepala Seks! Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga 2. Buku agenda Surat Masuk

3. Kepala Seksi Standarisasi Lembaga Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 3. Lembar disposisi

fika SCF ini tidak dijatankan maka pelaksanaan keglatan sslanjutnys akan terhambat/terkendala

Surat masuk terlebih dahulu diregister dalam buko agenda surat masuk




b [Nunertma Disposist Serat Muuk

2 _éiirzis

masek Ndang Pertadungan Perempuan diss Kasbtas

Keluargs

3 [Mearrudiar lembir diepreni surat masuk e Kepads

Bldasg Perlindusgan Perenpoan das Kuslite
Koedmaryge

4 [Nenndaidanjati £spesisl kepals Diras Surat Masuk dan Lemvar Suret Masuk dan Lembhar
Dispods Kepala Dinas Disposin Kepads Dinas

5 [Metaksanaban dcposiil apadila Kepala Aulang Sarat Masuk S Lendv 0 t Suran Masak dan Lembar
metakxan dan dispoaid Ospoutsd Kepals Dmag Dispesie Kepala Dimas
6 [Melaklan tkipasisi kembull apabils Kepals Scang Sarat Maxsk, diypost Surat Masuk, disposisi
menyersslon kepada Kepals Sehsi Kepaks Dinan dan lembar Kepala Divas das lembar

dimpentsi Kabid

7 [Melaksasaiue disposie S0 melaparkannys

Sutat Masuk, disposisi
Kepala (inas  kerobar

dspasial Kabad &an Laporan
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[Tanggal Fembuatan 9 April 2019
[Tanggal Revisi
anggal Efektif 116 April 2013 =
Disahkan oleh \C? 1.1 q PR Dinas
\ ¥ x.,-_: ngah.
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA Nama SOP

L. Peraturaan Menter! Dalam Negerl No.52 Tahun 2011 Tentang Standar Operaslonal
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dak Kabupaten /Kota

Z. Peraturaan Menterd Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Blrokrasi No.35 Takun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

3. Parmendagri Nomor 78 Tahun 2012 Teatang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

L. Kepala Seksi Perlindungan Perempuan

2. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga
3. Kopala Seksl Standarisasi Lembaga Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Jika SOP ini tidak dijalankan maka pelaksamaan keglatan selanjutnya akan terhambat

1. Mengetahul dan memahami tata naskah dinas ¢l lingkungan Di
Kalimantan Tengah

P3A-PPKB Provinsi

2. Mengetahui dan memahami tentang tata kearsipan

3. Mengetahul tentang Jends-jenis Arsip

1. Dokumen Pedoman Tata Naskah Dinas

2. Buku Agenda Sarat keluar
3. Lembar disposisi

Surat keluar terdebih dahulu diregistor dalam bubes agenda surat keluar




PELAKSAMA MUTU BAKU
KEGIATAN
Kepala Dinas Kepala Bidang Kepala Seksi Stat fPetaksana Kelerghapan Walcty Output
MmUskan kovsen seral keluar Riding Pecindungs Yonsep :rat kebar 5 menit Rumusen korsep surst
Perempean dan Cuslitas Keluarga ‘ v el
2 [Mesvhest xonstp Surat Kelus Bidang Perfndungan Numsrsan tonssp Jrst 5 menit Xorsop wrat keluar
Peremmzcan dan Cualias Keluargs yang kermudan v— belsar
iteruskan be staf/pebksana untok dibetik
3 [Memeritsa daft surst kebuar , Je bk sesual draf surat keluar yang 10 manit | drif surst kekar yang sudah
Thembabkan kepack staf/pelaksans wuk diperbalbl, sudah diketik dperbalkl
sesua’ maka dipara! dan dsampakin kepads
Kepaha Sicang unul mendapat persetujuan Tidak
4 [Memericsa dalt sarat kelyar | jlke tidak sesual af surat hefuar yang 10 it | dref ssrat wehar yang suda
fkombatikan kepac Kepals Soksé uvuk ciperbakd, Jika) ¥a sudah diperbaik| dperbaill
¢ Mana Sowred dan dnampaban bepads Kepals
Dinas untuk mondagat persetujuan < Tak
5 [Memenksa deaft surat keluar | jika tdak sesaal \ draf surat kotuar yang 10 manit Surst keluar yang telih
diembaikan kepade Kepata Bidsng untuk diperbaits, / sucah dperbe dtandatangani Kepaia Dinas
1k Sesual maka ditandatangan] oleh Kepata Dmas \ Tk
6 [Serat keluar yang sudan ditandatargani oleh Kepsls Surat keluas yang tefoh 10 manit Surst kehuar yang telah
Dinas dl kembalian beerdiali ke bidang untuk diabukan Ya dizandatangar Kepaia dtandatangam Kepala Dines
reghiter dan pambedian cag stempe! Dinas Dmaxs dantalah dregater dan
7 [Surst kelupr yang tolah diregister das cap stempsd Serst kefunr yang telah 10 menit Surat kedsar siap untuk
emudian dikirimian ke alamat yang hondak dituju ditandatangani kepals dikirien
Dinas dam telah diregister
dan di cep erreel Dina




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Nomor SOP :{061.1/ 3%7 /Sekre/DP3APPKB

Tanggal Pembuatan | |9 April 2019

Tanggal Revis| /
Tanggal Peagesshan | [16 April 2019 \
Disahkan oleh :

Kepala Dinas .w»vv
insi Kalimargan ._.o

.\.\'

BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA

Peraturaan Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provins! dak Kabuparten /Kota,

2. Peraturaan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi No.35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

3. Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

i

Jika SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan kegiatan selanjutnya akan

. Mengetahul dan memahami tata naskah dinas di lingkungan Di
Kalimantan Tengah

2, Mengetahul dasar penugasan pegawai

P3A-PPKB Provinsi

. Dokumen Pedoman Tata Naskah Dinas
2. Permohonan Surat Tugas
3. Surat Undangan /Permintaan

4 DPA-SKPD Dinas P3A-PPKB Provinai Kalimantan Tengah

Dicatat dan direkam secara manusl dan elektronlk




PELAKSANA MUTE BATU
KEGIATAN
Kepala Dinss Kepala fislang Nepals Sebord Stal/Pelaksans Kelengkapan wkty Dutpu
Dlspoadst Kepaks Dins, ment |Permodones Surst tuges

_ DIJ P
JIR!I&..!.-‘EEEBI _?l&a:!uﬂ! reandt  [Komsep Suest Tuges
ditzrasion ke s1af/ pelaksans ureak dikei bﬂ'
Mermeriksa draft Surat Tuges. Jika musih Tk Noassp Surat Tugas Smesk  |Draft Surat togas yang
yarg salel: dike mbwiikan k5o ca perboat »a wadad diparal Kopala Seks
bawsap Utk dipertuaile, ks elsh bemar S an stat/pelaksany
dipara’ T

4 | Merserioss drak Surat Tugas: ks masih ads Draft Surar tugas yang mesit [0ralt Swrat g yang
yang salak @ihembalilssn bepads Kepala Sekd Tidak L S suckah diparal Kepala addah diparat Kepaks
wank dersathl, [t sudak benar dparat l!/\A dan Badarg, Kepaly Sobsi dun

Stuf/pelakaans /pelalcara

5 |Messrihsa drak Surar Togas. [k neasth ada Diraft Surat tugas yang | 5swalt  |Draft Saeat tugas yang
yarg salsh €ibembalikan kepads Kopals A/ sudah diparal Kepale _....Eill!..l_..
Bidany ustide diperbali, [ika sedoh bener - (Bdang ¥epala Seksi Wepals Dinas
ditardatange Ya n afpelakans

6 |Memberikan romor dun siemmpel Sarat tuges Druft Suret vages yang | Smwalt [Serat Togas
tin mencatataya dalsm karts bendsli vU diandatangan

» Kepula Disus




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Nomor SOP 1 J061L.1/ 3MQ /Sekre/DPIAPPKE

Tanggal Pembuatun : {9 April 2019

Tanggal Revisi : /
Tangga! Pengesahan |16 April 2019

Disahian oleh : —==——-Kzpala Di

Z bt PProyine Kal
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BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA

1. Peratwraan Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintah Provins: dak Kabupaten /Kota,

2. Peraturaan Menter! Pendaysgunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi No35 Tahan 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintak (SOP-AP)

3. Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearstpan di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daeran

i
(257 e TS e e e TN

[ika SOP ini tidak d¥alanican maka pelaksanaan kegiatan selanjutnys akan terhambat

L Mengetshul dan memaham| proses melaksanakan leeglatan Blda
Kualitas Keluarga

1, DPA-SKPD Dinas P3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah
2. Buku agenda surat keluar

Kerangka Acvan Keglatan Bidang Data dan Informasi
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[Tangga! Pemabuatan 19 Aptil 2019 | /
Tanggp Revi : \
Tangga! Pergesahan : {16 Aped 2019 \
Disahkan oleh ¢

e Kepala Di B»wea

\.I.ll‘ﬁ"./@v..:h_ Kalimpatan QD“PU.

s =
PEMERINTAH PROVINS! KALIMANTAN TENGAHR \\.o,ﬁ__p: PR
/ \ e L N

4 € \.Q A

DINAS PEMBERDAVAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA / LN
.5!. UDUNG, M. K
BERENCANA adys
urxun k.ms_z athsgloz1
. ? lv... Keglatan Bidang
HIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA Nama $0? .u P .qa ity » dan Kualitas Kelusrga

1. Persturaan Menteri Dalan Negeri No.52 Tahun 2011 Tentarg Standar Operasional Prosedur di Linghungas 1. Mengetahul dan memahamd proses permintann Narasumber untak kegiatap Bldang Perlindungan Perempuan

Pemerintah Provies| dak Kabupaten /Kota, dan Kualezs Keluarga
2. Persturaan Menter] Pendayagueaan Apratur Negara dan Reforssasi Birokrasi No.35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Femyusanan Standar Operasional Prosedur Administrasi Permerintzh (SOP-AP)

3, Permeadagrs Nomar 78 Tahun 2012 Tentung Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negerl dan
Pemerintak Daerah

1. DPA-SXPD Dinas PIA-FPKB Provinsi Kalimantan Teagah
< Buku agenda surst kelusr

Hda tidak dilaksanakan , Proses pelaksanaan Kegiatan pada Bldang Perlindungas Perempuan dan Kualitss Kebuarga Kerangha Acvan Keglatan Bidang Perlindungan Perempuin dan Kualitas Keluarga dan Buku Agenda Bidang
tidak akan berjalan sesual jadwal yang ditentukan Perlindupgan Ferempuan dan Kualitas Kebsarga .
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PEMERINTAB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH \ R R
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B " !ula Perlindungan
BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA Nama SOP ~_pe R ..E. Enat

+ Peraturzan Menteri Dalam Negeri No.52 Talwin 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Fomerintah Provies dak Kabupaten /Kota

. Peraturasn Menteri Pendaysgunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi No.3% Tahun 2012 testang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah {(SOP-AF)

3 Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kexrsipan di Lingkungan Kemuatersan Dalam Negeri dan
Pemerintuh Daesah

Bila tidak dilaksanalan , Proses pelaksanaan Kegiatan pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga
tidak akan berjalan seseal jadwal vang ditentukan

1. Mengetahud dan mensahami proses pemarnggilan peserta untuly kegiatan bidang Perindungan

Perempuas dan Kualitas Keluarga

L. DPA-SKPD Dinas P3A- PPKB Prov. Kalterg
2. Buku agenda surat keluar

Kerangka Acuas Kegiatan Bidang Periindungan Perempusn dan Ksalitas Keluarga
Ridang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga
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Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERERCANA
e N —— /
BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN XUALITAS KELUARGA Nama SOP Penlp Kelompok Usaha mpuay di Dacrah Terpencil
N €N ¥
1. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah no. 37 tabun 2016 tanggal 27 desember 2016 L. Mengetahul dan memahami tata naskah dinas di lingkungan Dinas P3A-PPKB Provinsi Kalimantan
tentang Susunan tugas dua fungst Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tengah
Z. Peraturan menteri Dalam Negeri Republik ndonesia nomor : 1 tahan 2013 tentang 2. Mengetahul dasar penugasan pegawai

Femberdayaan Masyarakat melalui geralan Pemeberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

3. DPA Dinas Pemberdaysan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendatian Penduduk dan
Keluargs Berencana Provinsi Kallmantan Tengah.

1. Pejabat dan pelaksana pada bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga

. Kepala Seisi Perlindungan Perempuan

2 Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga 2. Memabami tentang ckosomi perespuun di daerah terpencil

3 Kepala Seksi Standarisasd Lembaga Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 3. Memahami dalam memberikan Edukasi kepada masyarakat dalam Upaya meningkatican kualitas
4. Instruktur .
5. DPA-SKPD Dinas P3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah

. Diperiulkan koordinasi antars Dinss Pemberdayaan Provinsi dan Kabupaten / Kota L Jumiah perempuan yang mengikuti kegiatan pelatinan
2. Diperlukan koordinasi dengan stakeholder terkair 2. Data Kelompok usaha perempuan datam meningkatian kual itas keluarga di desa terpendil di kalimantan
Tengah,

3. Pelaksanaan kegiatan pelatihan memeriukan perencanaan waktu dan tahapan, pelaisanaan A DPA anggaran tersedia
sampai I Tingkat desa pada Kab/Kota
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PELAKSANA MUTU BALU
No. KEGIATAN Reterangun
Kepalka Dinas el Hidang Kegaln Selcsl Seaf /Pelakrans Kelanghapan Qutpan
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PEMERINTAH PROVINS!| KALIMANTAN TENGAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Nomor SOP 061.1/ 34M /Sekre /DPIAPPKB

Tanggal Pembuatan |19 April 2019 [\
Tanggal Revisi ! \
Tanggal Efeltif : {16 April 2019 \

Disahkan oloh

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Nama SOP

L Peraturaan Menteri Dalam Negerd No.52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur
di Lingkungan Pemerintah Provinsi dak Kabupaten /Kota.

2. Peraturaan Mentert Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi No.35 Tahun
2012 tentsng Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

3. Permendagri Nomar 78 Tabun 2012 Tentang Tata Kearsipan di L4 ngkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Kualifrleas| Pelaksana

1. Mengetshui dan memahaml tata naskah dinas di lingkungan Dinas P3A-PPKB Provinsi
Kalimantan Tengah
Z. Mengetahui dan memeham| tentang tata kearsipan

3. Mengetahui tentang jenis-jenis Arsip

L Dokumen Pedoman Tata Naskah Dinas
2. Buku agenda Surst Masuk

3. Lembar disposisi

Jika SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan keglatan selanjutnya akan terhambat/terkendala

Surat masuk telebih dahulu diregister dalam buku agenda surat masuk




FILAKSANA MUTU BAKY
No EECGIATA
Kepala Dines Kepaly Hidzng Kopala Sekal Staf/Pelakazma Kedesghapan Wakiu Output
Menerita Dospocich Sarst Naadk Surar Nasek dan Lembar menit Tanda terina serat masel
) T
wurat msabe dabam bk agesde sarat Surm Masox, Lembar e Xartn Surat Masuk
masuk g Pengerndaie: Perduduk dan Keluargs _ Disposis Kepala Dinas
Bereasaa ) dam i Agenda
3 [Manerusban lembar dsposisi surni masuk ke Kegakby Sucat Masuk dan Lesoher | 19 meait Lembar clspesis| serst
Uidang Peagendadian fendedur dan Kelawrgs _ — [epoew Kepsada Dines mank
Hervocans ‘
4 [Menindakian(ut) dispees hepsla Dinas Serat Mok dan Losbar | 10 menlt | Serat Masck des Lomhar
Tidah hid Dispors Kepala Dinas Diggusin Kapals Dinas
5 Melaksanakan disposiel agzbila Xepsta illitang _ Surat Masukdan Lembar | 10 menit | Sarat Misgh dan Lembar
| malabisandan dnposii Dusporsis Kepala Disas Disporis Kepala Disss
& [Matakakan dirpostsh sembali apubils Kepale Bidang Seriz Masuh, dspioisi 10 menit Surat Masuk, disposin
menyerahian kepads Cepala Sekst —LJ Kepala Jeas dan lenbar Kepala Dizss dan bamber
dispesis) Kabid dapacia Kobid
—
7 |Metakaazaion disposie dat melgarianmys Serst Museh, disposisi 10 menit Surat Masuk, disposisi
n. V ¥apoka D lwenhar Kepala Bnas, lembar
dispesis! Kadid dan dmpuead Kabid dan lagoras)
pocen




Nomor SOP -|061.17 345 /Sexre/DP3APPKE

Tanggal Pembuatan | : |9 Apsil 2019 1\
Tanggal Revisi /
s Tanggal Efekuf 16 April 2019

Disahkan aoleh . a Dinas H:
: Hmangan Tengph,
FPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

\- /]

<o

,4 ﬂ)u»-h\gz:&w;ﬁ
\ & M Pembina Uta
\ /\ NIF. 19630527 | _o:o

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Nama SOP : /. _a — grn- Surat xo

L. Peraturaan Menteri Dalam Negeri Na,52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional . Mengetahui dan memahami tata naskah dinas di lingkungan Dinaf PIA-PPKB Provinsi
Frosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dak Kabupaten /Kata. Kalimantan Tengah

2. Peraturaan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi No.35 Tahun 2. Mengetahui dan memahami tentang tata kearsipan
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administras

3. Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di Linglkungan Kementerian 3. Mengetahui tentang [enis-jenis Arsip
Dalsm Negeri dan Pemerintah Dacrah

1. Dokumen Pedoman Tata Naskab Dinas

2. Buku Agenda Surat keluar
1 Lembar disposisi

R

|tka SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan kegiatan selanjutnya akan terhambat Surat keluar terlebib dabulu diregister dalam bukn agendas surat keluar




Prosedur Pengelolaan Surat Kelwar

sesual maka dparat dan disampsiian \epods Kepals
Dinas untuk mendapat persetujaan

PELAKSANA MUTU BAKY
No. KEGIATAN Keterangs
Kepala Oinas Kepala Bidang Kepata Seks Kelenghapan Waktu Output

1 |Mervemuskan konsep surat heluar Sidang Pengendalan Konsep surat keluar 3 menit Rumusan konsep suest
jgﬁgf‘g A v kelar

1 |Membest Konsep Surat Ketuar Biding Pergendaiian Aurmsan tansep surst 5 menit Koneep surat keluar
Pendudiuk dan Ketusrga Bereccana yang kemudan kehar
diterusian ke staf/oelaksana srtuk dicstik

3 [Memacibsa deaft serat koluar , [l tidak sesal araf surat keluar yang 10ment | drat surat kebsar yang sudah
ambalian Anpada staf/pelaksana untuk Sperba sudah diceti dipertaib)
L5k sesuai maks diparaf don dsampakan kepsd
Yopals Bidang untuk mendapat persetefuan

& |Memeriksa oraft surat koluar | jlka tidak sesun dra’ wrat hokear yang 10 menit | deaf surat keluar vang sedah
dhembalian kepada Kepals Sebsi ok diperbakl .:j sudah dperbaib diperbok|

3 |Memerksa draft surat kebsar |, Pk Ldak sesuai

hembafian kepada Lepaia ldang untuk dipertisibi,
Mka Sesus maka ditandstangse cleh Kepala Dinas

<

sudah diperbalk)

draf surak keluar yarg |

6 [Surat kelvar yang sedah ditandutargand oleh Kepwle

[Dvnas di kermbafikan kemball ke bidang untuk distukan
regnter dan pemberiaa cap stempe Dinas

Ya

diandatarganl Kepals
Dinas

Sirae keluar yang telsh ¥

T [Surst kefuar yang telah deog St dan cap stemmpel

| W mudin dikirimkan ke alamat warg hendak Gtujy

Surdt sehaar yang telsh
ditandatirgmni kepaly
Dinay dan einh dirngister
dan di cap stempel Diray




Nomor SOP 0611/ MG /Sekre/DP3APPKE
[Tanggal Pembuatan | ;|9 April 2019
Tanggal Revist . A
Tanggal Pengesahan | : |16 April 2019 \
Disahkan oleh “w> KB
n Tgngah,
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN UNG, M.
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \ » “&ﬁ
L NIP, 19630527 1 21
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Nama S0P P ~_ Pembuatan Surat ._.‘*

R T M R NI N e e eS|

eraturaan Menteri Dalam Negeri No,52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dak Kabupaten /Kota,

2. Peraturaan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrisi No 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Peayusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

3. Permendagri Nomor 78 Tabun 2012 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian
Dakum Negeri dan Pemerintih Dacrah

T e e e g

Jika SOP inl tidak dijalankan maka pelaksanaan kegiatan selanjutnya akan

1. Mengetahul dan memahami tata naskah dinas di lingkungan Dinas F3A-PPKB Provins
Kalimantan Tengah

2, Mengetahul dasar penugasan pegawai

1. Dokumen Pedoman Tata Naskah Dinas
2. Permohonan Surat Tugas
3. Surat Undangan/Permintaan

4 DPA-SKPD Dinas P3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Dicatat dan direkam secara manual dan elektronik




2 [Membrat kensep Serst Pugas yang kemudas

dteruskon ke st/ petaksana watuk Sheth

¥ [Newmaeriia dealt Surat Tegae b marth ada Tidsk Koasep Swrat Tugm mrnit  Drat Serst tugas sy
vaog walah dikembal ks bepets penb tudah & paraf Kepala Sekst
knesep watuk Sperbalk, Jia st bwsar 2oy st fpelabensnia
G parsl \4
4 |tMemeriiss deaft Surat Toga. [aa susih o Dl Swornt tagas yuagg | 5 meret [Dralt Surat tuges yang
i et dikembaih latpads Kepala Sobsi fiag o “.....a..-._s_ &agil
diperbaiiel, ik sudah benar diparal 1/\1 i o
5 !:al-;w-..l i!u:.!:&. [Deaft Surat tugas yang Py iuﬁlnclf-c
Ell.g‘r.lgfa_. * Suding, Xepals Sekt i
ditandstasgari \ " han veal /petadsana
& mberikar romor dan svenysed Surae sagas Dol Suarat tagas yarg ot |lurat Togas
mencsatays dalam kacty keedall sualad dmandatangarnd
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Tanggal Revisi : ~
Tanggal Pengesahan |16 >v:§ Fw»...r N -
Disahlan oleh u TN~ Kehal Dings - ::.
\ v::iA‘nlu ptan T
. .C\
PEMERINTAH PROVINS] KALIMANTAN TENGAH ' {DINAS PIA.PPAB “ &
= m.. ADN. NG, M.
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN Madya
KELUARGA BERENCANA D 102 1901
L
. . -
EIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Nama SOP " Sy Pouguniiin Pendudul don Keluanp

. Peraturaun Menteri Dalam Negerd No52 Tabun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintah Provingd dak Kabupaten /Kota,

2. Peraturaan Menterd Pendayaguenaan Apratur Negara dan Reformas) Birokrasi No.35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintsh (SOP-AF)

3. Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerab

e S e =

Jilka SOP int tidak dfalankan maka pelaksanaan kegiatan selanjutnya akan techambat

1. Mongetahui dan memahami proses melalcsanakan keglatan Bidang PAogendatian Penduduk dan
Keluargs Serencana

1. DPA-SKPD Dinas F3A-PPKB Provinsi Kallmantan Tengah
2. Buku agenda surat kelvar

Kerangka Acuan Kegiatan Bidang Data dan Informas|
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Nomor SOF 10611/ 3948 /Sekre/ 0P IAPPKN

’ [Tanggal Persbustan :|9 Aprid 2019 \
Fanggal i : 3
Tunggal Peegesahan : |16 April 2019 \
Disahlkan oleh
Kepala c:ﬁvw.’ z&
~ rGyi nian
PEMERINTAH PROVINST KALIMANTAN TENGAH 2N
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
’ cz ,P Ke
BERENCANA
J_ :.
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Nama SOF h § /: g rbRe 8.!5 Narssamber uluk Keglatan Bidang
g&—&-;siar dan rga Berencana
1. Peratursan Monteri Dalam Negerd No 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur &i Lingkungan L Mengetahul dan mentabami proses permintaan Narasusber untuk kegistaf Ridany Pengendalian Pendueduk
Potserintah Provioal dak Kabupaten /Kota dan Keluargs Beréncana

2 Peraturnan Menter] Pepdaysgunaan Apratur Negara dan Reformast Birowras) No.35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penywsusan Standar Operasional Prosedur Administrasi Peserintzh (SOP-AF)

3. Permendagri Nemor 78 Tahun 2017 Testang Tota Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalum Keger dan
Pemerintah Daerah

L. DPA-SKPD Dimas PIA-PPXE Provinsi Kalimantan Tengsh

2. Buku agenda surat keluar

Hils tidak ddsksanakan , Proses pelaksansan Keglatan pada Bidang Pengendalian Pentuduk dan Kelusrgs Berencama Kerangka Acuan Keglatan Bidang Peagendaliar Pendudukdan Keluargs Beremcana dan Buku Agends Bidang
tidak akan berjalan sesuai jadwal vang diteotukan Peogeadalian Penduduk dan Keluarga Bereacana .
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Nomor SOP 106 1.1 /X% /Sekre /DFIAPPKE

uummﬁ Pembuatan 119 Agril 2019

E Revisl :

Tanggal Pengesahan ({16 April 2019

Disahkun cleh

FEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
- .
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Nama SOF wao.aawvﬂmvﬂga Peserta n. Bidang Pengendallian

- “Peaduduk dan'Kel ncana
I'J//Iﬂc Te,

1. Peratursan Menteri Dakam Negert Ko.52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Proviasi dak Kabupaten /Kota

2. Peraturnan Mentor Pencayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Blrokrast No.35 Tabun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administras: Pemerintah [SOP-AF|

3 Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kensenterian Dalam Negeri dan

Pemerintah Deeral

Uik tidak dilaksanakan , Proses pelaksansen Kegiatan pads Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluargs Herencana
tidak akan berjalan sesual jadwal yang ditentukan

o

Mengetahwil dan memabami proses pemanggilan peserta untuk kygiatan bidang Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana

. DPA-SKPD Dinas PAA- PPHE Prov. Kalteng

. Buky ageodda surat keluar

~

Kerangka Acean Kegiatan Bidang Pangen n Pendeduk dan Keluarga Berencana dan Baku Agenda
Bidang Pengendalias Penduduk dan Keluarga Berencana
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Tanggal Pembuatan 4 9 April 2019 \
Tanggal Revisi - \
Tanggal Pengesahan : 16 April 2019 % B
Disahkan olch u \&mxr Dinay B%M.
§.F_..ur ntan Tefgah,
A%
e
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH v
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN W
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 'Y's
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Nama SOP : . ..

1. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tig Perkembangan Pendudukan dan Pembangunan 1 Mampu meayusun konsep /desain pembinaan ketahanan keluarg:
2 Mampu mengelola desain program pembinaar ketahanan kelua

Keluarga
3 Mampu melaksanaan desain program pembinzan ketahanan keluarga

| Buku Pedoman / Juknis Pembinaan Ketahanar Keluarga
2 Unit Komputer
3 ATK

. SOP Pengendalian Penduduk
2. S0P KIE Kelvarga Sejahtera

Data tentang sasaran program

Jika salah satu tahapan tidak dilaksanakan, maka tujuan penyelenggaraan tidak tercapal (salah
sasaran)




Prosedur Pembinaan Ketahanan Keluarga

Pelaksana Mutu Balu
No. Kegiatan Keterangan
Kepala DP3A- | o id PPKB Kelengkapan Output
Menghimpun dan menglnventarisir Internet /buku- Konsep Program /  |Program pembinaan
1, |desain program pembinaan buku pedoman desalr program ketahanan keluarga
ketahanan keluarga. %l
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1
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m laporan
Menerima laporan pelaksanaan pelaksanzan .
7. keglatan kegiatan Evaluagi Pimpinan
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Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 ttg Perkembangan Pendudukan dan Pembangunan
Keluarga

. SOP Pengendalian Penduduk
2. SOP Ketahanan Keluarga

[Ika salah satu tahapan tidak dilaksanakan, maka tujuan penyelenggaraan tidak tercapai (salah
sasaran)

2 Unit Komputer
3 ATK

[Data tentang sasaran program

1 Mampu menyusun konsep /desain KIE Kelsarga Berencana
2 Mampu mengelola desaln program pembisaan KIE Kelua
3 Mampu melaksanaan desain program pembinanaan KIE Keluarga Berencana

1 Buku Pedoman / Juknis Pembinaun Ketahinan Keluarga

Berencana




Prosedur Pembinaan KIE Keluarga Berencana

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
Kepala DP3A-
Gwmxm Kabid PPKB | KasiKB | Pelaksana Kelengkapan | Waktu Dutput
Menghimpun dan menginvertarisir Internet /buku- 10 bari |Konsep Program /  |Program pembinaan KIE
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1. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 g Perkembangan Pendudukan dan Pembangunan
Keluarga.

1. SOP Ketzhanan Keluarga
2. SOP KIE Keluarga Sejahtera

Jika salah satu tahapan tidak dilaksanakan, maka tujuan penyelenggarsan tidak tercapai
(salah sasaran)

1 Mampu menyusun konsep /desain Program Pengendalian Pendydhik.
2 Mampu mengelola desain Program Pengendalian Penduduk
3 Mampu melaksanaan desain Program Pengendalian Penduduk

1 Buku Pedoman / Juknis Pembinaan Xetahanan Keluarga

Z Unit Komputer
3 ATK

Data tentang sasaran program




Prosedur Program Pengendalian Penduduk

Pelaksana Mutu Baku
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) Rencana Pogram / i
Kegiatan
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Anggaran/sarana 3bari | Terselenggaranya Pelaksanaan
Melaksanakan Kegiatan | L=y [ | ||| presarana kegiatan kegiatan pembinaan
Program Pengendalian kegiatan ketahanan keluanga
Pendud
} Dokumen hasit 3hari | Laporan Pelaksanaan | Laporan
Menyusun Laporan | peliksanaan Kegiatan v»ﬂ...ﬂ.“ﬂ:l
% Pelaksanaan Kegiatan kegiatan i il ~
v keglatan
Laporan 30 Laporan Pelaksanaan
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d Laporan Evaluasi Pimpi
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" | Pelaksanaan Keglatun Kegiatan




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

UPTD P2TP2A

Nomor SOP : [061.1/ /Sekre/DP3APPKB

Tanggal Pembuatan | : |9 April 2019

Tanggal Revis| : \

Tanggal Pengesahan | : [16 April 2019 \

Disahkan olch : Kepala Dinas P3 zvxy:

Nama SOP gan Jangkauan di

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2. Undang-Undang Nomaor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun

2010 tentang Standlar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan

Anak Korban Kekerasan

4. Permenpan Reformas! Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

. Peraturan Gubermur Kalimantan Tengah No. 71 Tahun 2013, tanggal 02 Oktober 2013
tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Kalimantan

w

Tengah.;

SOP ini merupakan prosedur baku, jika tdak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakjelasan,]
ketidakserasian, ketidaktransparanan, ketidaklancaran dan ketidaktepatan dalam pelayanan

penanganan pengaduan korban tindak kekerasan.

1. Memahami dengan balk pelayanan yang barus diberikan petuga
2. Memahami dengan batk tahapan proses yang harus dilaksanakan;

3. Memahami dengan batk acuan Standar Pelayanan Minlmal yang dipenuhi;

4. Mempunyal komitmen tinggt untuk menuntaskan permasalahan dalam setiap tahapan,

1. Ruangan khusus konseling, peralatan computer, kamera, alat rekam, telepon, dan Internet;
2, Filling cabinet untuk menyimpan arsip /dokumen kasus/foto

a. Dokumentasi, surat-surat, formulir, berkas pelayanan
b. Pencatatan dan pelaporan sesuai dengan formulir
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. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidarg Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan
Anak Korban Keleerasan

4. Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operaslonal Prosodur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 71 Tabun 2013, tanggal 02 Oktober 2013

5. tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Provins! Kalimantan
Tengah.;

1. Memahami dengan baik pelayanan yang harus diberikan petugas;
2. Memaham! dengan balk tehapan proses yang harus dilaksanakan:

3. Memaham| dengan baik acuan Standar Pelayanar Minimal yang dipenuhi;

4. Mempunyal komitmen tingal untuk menuntaskan permasalahan dalam setiap tahapan,

L. Ruangan khusus konseling, peralatan computer, kamera, alat rekam, telepon, dan internes;
Z. Filling cabinet untuk menyimpan arsip/dokumen kasus /foto

. Dokumentasi, surat-surat, formullr, berkas pelayaaan
b. Pencatatan dan pelaporan sesual dengan formulir
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- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomar 01 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Terpadu Bag| Perempuan dan
Anik Korban Kekerasan

4. Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 71 Tahun 2013, tanggal 02 Oktober 2013

5. tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kelerasan di Provinst Kalimantan
Tengah.;

SOP inl merupakan prosedur bakuy, jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakjelasan,
ketidakserasian, ketiduktransparanan, ketidaklancaran dan ketidaktepatan dalam pelayanan
penanganan pengaduan korban tindak kekerasan.

1. Memahami dengan baik pelayanan yang harus diberikan petugas;

EPucision) Vettmgapms =~ St

1. Ruangan khusus konseling, peralatan computer, kamera, alat reiam, telepon, dan internet:
2. Filiing cabinet untuk menyimpan arsip/dokumen kasus ffoto

2, Memaham| dengan balk tahapan proses yang harus dilaksanakan;

3. Memahami dengan balk acuan Standar Pelayanan Minimal yang dipenuhi;

¢ Mempunyai komitmen tingg! untuk menuntaskan permasalahan dalam setiap tahapan,

Dokumentasi, surat-surat, formulir, berkas pelayanan
b. Pencatatan dan pelaporan sesual dengan formulir
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1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Periindungan Anak

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangea

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minkmal Bidang Pelayanan Terpadu Bagl Perompuan dan
Anak Korban Kekerasan

4. Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administras! Pemesintahan

Peraturan Gebernur Kalimantan Tengah No. 71 Tahun 2013, tanggal 02 Oktober 2013
5. tentang Perfindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Xalimantan

ﬂa:m?

OF inl merupakan prosedur baka, jika tidak dilaksanakan akan mengakibatican
ketidakjelasan, ketidaloerasian, ketidaktransparanan, ketidaldancaran dan ketidaktepatan

L. Memahami dengan baik pelayanan yang hurus diberikan
2, Memahami dengan baik tahapan proses yang harus EFEEEC:
3. Memahami dengan baik scuan Standar Pelayanan Minimal yang dipenubhi;

4 Mempunyal komitmen tinggl untuk menuntasksn permasalahan dalam setiap tahapan

L Ruangan khusus konseling, peralatan computer, kamera, alat rekam, telepon, dan internet:

2. Filling cabinet untuk menyimpan arsip/dokumen kasus/foto

dalam pelayanan penarganan pengaduan korban tindak kekerasan.

a. Dokumentasi, surat-surat, formulir, berkas pelayanan
b. Pencatatan dan pelaporan sesual dengan formulir
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